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ABSTRAK

Asuransi jiwa syariah berbasis unit link menganalisis dampak regulasi
pemerintah terhadap perkembangan dan keberlanjutan produk asuransi syariah
berbasis unit link di Indonesia. Dukungan pemerintah melalui insentif dan
pelonggaran regulasi terbukti sangat penting dalam mendorong pertumbuhan sektor
asuransi syariah. Namun, terdapat masalah dan tantangan yang harus dihadapi,
termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk ini dan kebutuhan
akan kerangka regulasi yang lebih komprehensif. Solusi yang diusulkan mencakup
peningkatan edukasi publik, penguatan regulasi, dan pemberian insentif untuk
mendorong inovasi.

Kondisi saat ini di Indonesia menunjukkan bahwa asuransi syariah mulai
mendapatkan perhatian, namun penetrasinya masih terbatas dibandingkan dengan
asuransi konvensional. Studi kasus mengenai sengketa dalam @ghransi unit link
menyoroti pentingnya transparansi dan kejujuran dalam hubungan antara
perusahaan asuransi dan pemegang polis. Kerangka regulasi yang jelas dan
menyeluruh tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah,
tetapi juga meningkatkan kinerja dan efektivitas perusahaan asuransi syariah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang mendukung pemberdayaan lembaga
keuangan Islam, termasuk asuff}i syariah, dapat mempercepat kemajuan,
sinkronisasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri ini.
Regulasi yang tepat dapat mendorong inovasi produk, meningkatkan kualitas
layanan, dan memperluas penerimaan di pasar.

2
Eata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Asuransi Jiwa Syariah, Berbasis
Unit Link
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ABSTRACT

Sharidf¥¥fe insurance based on unit link analyzes the impact of government
regulations on the development and sustainability of Sharia unit-linked insurance
products in Indonesia. Government support through incentives and regulatory
relaxatfgg) has proven crucial in promoting the growth of the Sharia insurance
sector. However, there are problems and challenges that need to be addressed,
including the lack of public understanding of these products and the need for a
more comprehensive regulatory framework. Proposed solutions include increasing
public education, strengthening regulations, and providing incentives to encourage
innovation.

The current condition in Indonesia shows that Sharia insurance is gaining
attention, but its penetration remains limited compared to conventional insurance.
Case studies on disputes in unit-linked insurance highlight the importance of
transparency and honesty in the relationship between insurance companies and
policyholders. A clear and comprehensive regulatory framework not only ensures
compliance with Sharia principles but also enhances the performance and
effectiveness of Sharia insurance companies. Research findings indicate that
regulations supporting the empowerment of Islamic financial institutions, including
Sharia insurance, can accelerate progress, synchronization, and increase public
trust in the industry. Proper regulations can drive product innovation, improve
service guality, and expand market acceptance.

Keywords: Legal Protection, Consumer, Sharia Life Insurance, Unit Link Based
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BABI

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Asuransi jiwa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2014 Tentang Perasuransian, selanjutnya disebut dengan UU No. 40/2014,
didefinisikan sebagai kesepakatan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis
yang mengatur penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai ganti untuk
kompensasi atas g::rugian, kerusakan, atau tanggung jawab hukum yang mungkin
timbul dari peristiwa tak terduga Perjanjian ini juga dapat mencakup pembayaran
berdasarkan kematian rtanggung atau pembayaran yang berhubungan dengan
kelangsungan hidupnya, dengan nilai manfaat yang telah ditentukan atau yang
berdasarkan hasil pengelolaan dana.

Pasar asuransi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menjanjikan
dan menguntungkan.' Namun, proses pemilihan asuransi sering kali menimbulkan
kebingungan bagi masyarakat, terutama dalam memilih antara asuransi jiwa
tradisional dan produk asuransi yang lebih modern seperti unit link. Asuransi jiwa
tradisional umumnya menawarkan perlindungan finansial langsung tanpa elemen
investasi, sedangkan asuransi unit link menyediakan kombinasi antara
perlindungan dan peluang investasi dalam satu polis, yang membawa tingkat
kompleksitas dan risiko yang lebih tinggi bagi pemegang polis.

Diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1994, asuransi syariah belum

menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama jika dibandingkan dengan

asuransi konvensional. Asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah memiliki

! M. Kurniawan dan R. Sukmana, 2016, “Asuransi Syariah di Indonesia: Prospek dan Tantangan”,
Jurnal Ekonemi dan Bisnis Islam, Nomor 2 (1), h. 1-16.




perbedaan mendasar dalam hal akad, pengawasan, pengelolaan investasi, surplus
underwriting, dan kepemilikan dana.> Asuransi ini menghindari investasi dalam
gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan maysir (perjudian), mengikuti ketat
prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini berarti bahwa dana dari polis asuransi jiwa
syariah, khususnya yang bersifat unit-link, tidak boleh diinvestasikan pada
instrumen yang tidak sesuai dengan syariah. seperti produk keuangan yang
mengandung riba atau yang terkategori haram.

Produk asuransi it link merupakan pengembangan dari asuransi jiwa
tradisional atau asuransi seumur hidup, di mana nilai tunai dari polis diinvestasikan
dalam berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Dalam
konteks asuransi syariah, departemen atau perusahaan yang mengelola dana ini
berkaitan dengan kepentingan nasabah. Seluruh keuntungan investasi dikembalikan
kepada nasabah, sementara perusahaan asuransi hanya mengenakan biaya layanan
atau ujrah yang telah ditetapkan.’

Asuransi syariah beroperasi dengan memerlukan setiap peserta untuk saling
menanggung risiko dan saling mendukung dalam melakukan kebajikan,* di mana
dana yang dikumpulkan melalui premi digunakan sebagai amal, sesuai dengan
ngan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.® Ayat QS. Al-Zukhruf: 32

mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik,

dan tidak seorang pun secara inheren lebih unggul dari yang lain. Dalam konteks

2 K. Saputra, 2018, "Perbandingan Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional di Indonesia™, Jurnal
Tlimiah Ekoiri Islam, Nomor 4 (1), h. 58-67.

* Winda Septiani Sahi, 2015, Peranan Perusahaan Asuransi Syariah dalam Pengelolaan dan
Penempatan Dana Unit Link (Study Kasus pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Divisi Syariah),
(skripsi). Program Study Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
Jakarta, h. 4.

4 A. Widarjono, 2015, "Manajemen Risiko pada Produk Asuransi Unit Link™, Jurnal Manajemen dan
Bisnis, 3(2)F334-245.

3 Destri Budi Nugraheni dan Haniah Tlhami, 2013, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis
Asuransi Jiwa dalam akad Wakalah Bil Ujrah Produk Unit Link Syariah”, Jurnal Media Hukum Vol. 20 No. 2,
Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarya, h.279.




ini, kelebihan individu dapat mengkompensasi kekurangan orang lain, sehingga
memungkinkan kolaborasi berdasarkan kekuatan masing-masing. Prinsip ini sesuai
dengan nilai-nilai Islam tentang persaudaraan dan kerjasama, yang mendorong rasa
kepercayaan dan bantuan bersama di antara umat manusia.

Dengan demikian, asuransi unit link dan asuransi syariah menawarkan evolusi
dari produk asuransi jiwa konvensional dengan mengintegrasikan elemen investasi
ke dalam polis® Produk ini memungkinkan nasabah untuk tidak hanya
mendapatkan manfaat perlindungan tetapi juga kesempatan untuk menghasilkan
pendapatan tambahan melalui investasi di berbagai instrumen keuangan. Meskipun
produk ini menawarkan potensi keuntungan yang menarik, mereka juga membawa
kompleksitas dan risiko yang lebih tinggi, terutama bagi nasabah yang kurang
berpengalaman dalam berinvestasi. Oleh karena itu, penting bagi nasabah untuk
memahami dengan baik mengenai produk asuransi ini bekerja dan risiko yang
terkait sebelum memutuskan untuk mengambil polis unit link, memastikan bahwa

keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan proteksi dan tujuan keuangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana@[akt&:ristik asuransi jiwa syariah berbasis unit link dalam undang-
undang perasuransian?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yg dirugikan akibat asuransi

jiwa syariah berbasis unit link?

% A.D. Prasetyo, dan R M. Sari, 2020, Perkembangan Asuransi Unit Link di Pasar Indonesia, Jurnal
Bisnis dan Ekonomi, Vol. 7 Nomor 1, h. 1-10.




C. Tujuan Penelitian
Dari latar belakang serta rumusan masalah yang diuraikan, tujuan penelitian
ini adalah:
1. Menjelaskan karakteristik asuransi jiwa syariah berbasis unit link dalam
undang-undang perasuransian.
2. Menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat
asuransi jiwa syariah berbasis unit link.
68 ]
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan penelitian
dapat memberikan banyak manfaat baik secara teoritis, secara praktis, dan secara
akademis. Manfaat penelitian dibagi sebagai berikut:
1. Manfaat Akademis
Manfaat akademis dari penelitian ini adalah manfaat untuk referensi ilmu
pengetahuan pada umumnya serta kepada ilmu hukum khususnya, yang
berhubungan dengan hukum asuransi di indosesia tentang asuransi jiwa syariah
berbasis unit-link.
2. Manfaat praktis
a. Perusahaan Asuransi
Menambah pengetahuan bagi perusahaan asuransi mengenai perbedaan
karakteristik antara asuransi jiwa unit link dengan asuransi lainnya sehingga
tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan nasabah karena mengetahui
hak dan kewajiban perusahaan asuransi sebagai penanggung serta membuat

perjanjian baku yang memberikan keseimbangan hak dan kewajiban bagi

penanggung dan tertanggung.




b. Tertanggung
Memberikan pengetahuan sehingga tertanggung mengetahui hak dan
kewajibannya serta dapat melakukan upaya hukum apabila hak-haknya
dilanggar serta memahami kewajiban yang harus dilakukannya.
c. Pemerintah
Memberikan pengetahuan sehingga dapat membuat peraturan perundang-
undangan yang dapat memberikan keseimbangan perlindungan baik kepada
tertanggung maupun kepada penanggung.
E. Kerangka Konseptual
1. Prinsip Berdasarkan Al-Qur’an
Asuransi syariah, atau Takaful, didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil
dari ajaran Islam yang tercermin dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip kerjasama,
perlindungan bersama, dan saling membantu sangat penting dalam Takaful, yang

tercermin dalam ayat Al-Qur'an seperti Surah Al-Maidah (5:2) 7, yang mengajak

umat Islam untuk ong-menolong dalam kebajikan dan takwa, dan menghindari
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Konsep keadilan dan
transparansi dalam transaksi untuk menghindari gharar (ketidakpastian) dan maysir
(perjudian) juga penting® °, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, namun
dapat diinterpretasikan dari berbagai ayat yang menekankan keadilan dan
menghindari penipuan. Selain itu, larangan terhadap riba (bunga) jelas dinyatakan

dalam Surah Al-Bagarah (2:275-279), mendukung dasar keuangan syariah yang

bebas dari bunga. Ayat lain, seperti dalam Surah Al-Ma’un (107:1-7), menekankan

7 Abdulkadir Muhammad, Op Cit, h. 263.
® N Nurhidayati, A.F. Chaniago, dan I. Ansori, 2023. Fikih Kontrak dan Perikatan Syariah, Idea
Press, Yo, .23,
, Yogyak

¥ M. Darmawan, 2022. Manajemen Keuangan Syariah. UNY Press, Yogyakarta, h. 32,




pentingnya membantu yang membutuhkan, menggambarkan semangat kerjasama
dalam Takaful. Surah Ash-Shu'ara (42:38) juga mendukung konsep ta'awun (saling
membantu), mendorong pengambilan keputusan bersama dan infaq yang saling
menguntungkan di antara anggota komunitas.!® Prinsip-prinsip ini secara kolektif
membentuk dasar teologis untuk operasi asuransi syariah, yang menghindari
elemen-elemen terlarang oleh Islam dan mempromosikan kerjasama serta bantuan
timbal balik di antara nasabah.
2. Hadis

Dalam konteks asuransi syariah atau Takaful, prinsip-prinsip seperti kerjasama,
saling membantu, dan menghindari unsur-unsur haram juga didukung oleh
beberapa hadis Nabi Muhammad S AW .!' Dalam hal menghindari gharar, hadis dari
Sunan Abu Dawood mencatat larangan Nabi terhadap transaksi yang mengandung
ketidakjelasan berlebihan, yang menunjukkan pentingnya transparansi dalam
kontrak asuransi.'” Lebih lanjut, Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan
oleh Sahih Bukhari dan Muslim, menegaskan bahwa "Barang siapa yang
memudahkan kesulitan seorang Muslim, Allah akan memudahkan kesulitannya di
dunia dan akhirat," yang mendukung prinsip ta'awun atau saling membantu dalam
Takaful. Hadis-hadis ini secara kolektif menggarisbawahi nilai-nilai keadilan,
kerjasama, dan kewajiban membantu yang membutuhkan, yang semua
diintegrasikan dalam praktik asuransi syariah untuk menciptakan sistem keuangan

yang etis dan saling mendukung.

41
10 M.M.uﬁd. 2018, Ushul Figh Ekonomi dan Kewangan Kontemporer: dari teori ke aplikasi, Kencana,,
Jakarta, h. 42.
' N.chsan, 2020, Asuransi Syariah Teori, Konsep, Sistem Operasional, Dan Praktik, PT.
Rajagrafindo HEEZMa, Depok, h. 31.

12F. Fitriani, 2021. Konsep Asuransi Syariah Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Disertasi, Pascasarjana,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, h. 23.




3. Fatwa
Fatwa-fatwa dari berbagai lembaga keagamaan Islam telah memberikan

panduan yang lebih jelas dan otoritatif tentang penerapan prinsip-prinsip syariah
dalam asuransi syariah atau Takaful. Salah satu fatwa penting adalah dari wan
Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang dikeluarkan dalam
Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.'?
Fatwa ini menguraikan berbagai aspek operasional dan kontraktual asuransi
syariah, termasuk keharusan untuk menghindari gharar, maysir, dan riba. Fatwa ini
juga menegaskan bahwa perjanjian asuransi harus didasarkan pada prinsip ta'awun
(saling membantu) dan tabarru’ (donasi), yang memungkinkan peserta asuransi
untuk saling membantu dalam keadaan tertentu. Dengan ini, fatwa memberikan
landasan hukum Islam yang kokoh untuk operasi Takaful, memastikan bahwa
praktiknya konsisten dengan ajaran Islam dan memberikan kerangka kerja untuk
kepatuhan syariah dalam industri asuransi. Fatwa-fatwa seperti ini sangat penting
dalam memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi lembaga keuangan dan
pelanggan mereka dalam menerapkan produk dan layanan yang sesuai dengan
syariah.

4. Lingkup Hukum Asuransi

Hukum asuransi yakni sistem hukum mengatur interaksi perusahaan asuransi,
pemegang polis, dan peserta lain di industri asuransi. Pengungkapan ulang UU
Asuransi untuk menguraikan ruang lingkup uransi dan menjamin perlindungan

hak dan kewajiban seluruh pihak. Hukum asuransi mencakup berbagai topik,

termasuk pembentukan dan interpretasi perjanjian asuransi, prosedur pengajuan

13 M. Abas, S. Surflla) A S.S NS Sudrajat, EJumali, AN., Qurtubi, , H. Baroroh, AK. Adisaputra,
N.Ambulani, dan M. Anam, 2023, Hukwum Ekonomi Syari'ah,PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, h. 44,




klaim, tanggung jawab perusahaan asuransi, perlindungan konsumen dan

persyaratan keuangan terkait asuransi. Ini mencakup aspek hukum terkait berbagai

jenis asuransi, termasuk asuransi kesehatan, asuransi mobil, asuransi jiwa, dll.

Berikut sumber hukum perasuransian:

a. KUHD
Pembahasan asuransi dibahas secara khusus dalam KUHD Bab 9 pada pasal
246-286. Dalam tersebut, dijelaskan beberapa hal penting tentang
pertanggungan asuransi yang meliputi jenis pertanggungan, batas maksimal
pertanggungan, prosedural pertanggungan, penyebab batalnya pertanggungan,
dan penulisan pertanggungan dalam polis.

b. UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Undang-undang ini adalah pembaruan dari undang-undang tentang
perasuransian yang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992
tentang Perasuransian, selanjutnya disebut dengan UU No0.2/1992. Poin-poin
yang terdapat pada undang-undang tersebut tidak jauh berbeda namun
ditambahkan dengan peraturan tentang asuransi syariah yang belakangan ini
mulai muncul praktiknya oleh berbagai badan usaha proteksi.

@UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-undang ini melindungi hak konsumen serta pemegang polis asuransi.
UU ini memutuskan hak dan kewajiban konsumen, dan prosedur penyelesaian
sengketa konsumen.

d. Peraturan OJK

7
OJK selaku regulator di sektor keuangan, asuransi, mengeluarkan aturan

asuransi. Berbagai peraturan itu yakni:




e Peraturan OJK Nomor 22/POJK.03/2023 tentang Pelindungan
Konsumen an Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
e Peraturan OJK Nomor 5 l!POJK.3/2017 tentang Tata Kelola
Perusahaan Asuransi
e Peraturan OJK Nomor 78/POJK.05/2016 tentang Layanan Asuransi
Melalui Agen dan Perwakilan Asuransi
e Peraturan OJK Nomor 5/SEOJK .05/2022 tentang Produk Asuransi yang
Dikaitkan dengan Investasi
e Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan
Konsumen di Sektor Jasa Kenangan
5. Lingkup Unit Link
Asuransi jiwa berbasis unit link adalah produk asuransi yang inovatif yang
menggabungkan fungsi proteksi dan investasi dalam satu perjanjian. duk ini
dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa, di mana jika tertanggung
meninggal, penerima manfaat akan mendapatkan jumlah uang pertanggungan yang
telah disepakati. Selain itu, sebagian premi yang dibayarkan juga dialokasikan ke
dalam berbagai instrumen investasi seperti saham atau obligasi, yang memberikan
kesempatan bagi tertanggung untuk meningkatkan nilai kekayaannya. Dalam
struktur produk ini, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu perusahaan asuransi
yang mengelola polis, tertanggung yang dilindungi, dan manajer investasi yang
bertugas mengelola dana investasi. Semua pihak ini terikat dalam perjanjian hukum

yang memastikan transparansi dan keadilan. Oleh karena itu, Unit Link

menawarkan solusi yang mengintegrasikan kebutuhan perlindungan finansial




dengan aspirasi pertumbuhan kekayaan, menjadikannya pilihan yang cocok bagi
individu yang mencari manfaat ganda dalam produk asuransi.

Sementara itu, perubahan dalam regulasi keuangan, inovasi produk, dan
perubahan preferensi konsumen memiliki dampak yang signifikan terhadap
pertumbuhan pasar asuransi unit link.'"* Regulasi keuangan yang lebih ketat dapat
meningkatkan kepercayaan konsumen dengan meningkatkan transparansi dan
keamanan produk, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk
mempertimbangkan asuransi unit link sebagai pilihan investasi.'> Namun, regulasi
yang berlebihan dapat juga menghambat inovasi dan membuat produk menjadi
kurang menarik. Inovasi dalam produk, termasuk pengenalan fitur baru atau
penggunaan teknologi terbaru, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan spesifik
konsumen dan memperbaiki efisiensi operasional, yang pada gilirannya dapat
menarik segmen pasar yang lebih luas. Di sisi lain, preferensi konsumen yang terus
berubah—dipengaruhi oleh faktor ekonomi, demografis, dan tren sosial—
memerlukan perusahaan asuransi untuk terus menyesuaikan dan mengembangkan
produk yang memenuhi ekspektasi konsumen tersebut. Oleh karena itu, interaksi
antara ketiga faktor ini—regulasi, inovasi, dan preferensi—membentuk dinamika
pasar asuransi unit link dan sangat menentukan sejauh mana pertumbuhan pasar
tersebut dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

6. Perlindungan Nasabah Asuransi
Konsumen asuransi syariah mencakup individu dan lembaga yang mencari

proteksi finansial yang tidak hanya memenuhi kebutuhan materi tetapi juga selaras

M Evans, 2017, "The Evolution and Performance of Unit Linked Insurance Markets." Journal of
Insurance .’.;m'. No.2, h.21.

* ATR.C. Yudha, 2021. Fintech syariah dalam sistem industri halal: Teori dan praktik. Syiah
Kuala University Press, Banda Aceh, h. 15-28.
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dengan nilai-nilai etika dan agama Islam. Konsumen memiliki kecenderungan kuat
terhadap kepatuhan syariah dan memprioritaskan produk yang transparan, adil, dan
bebas dari praktik yang dianggap haram. Faktor utama yang mempengaruhi pilihan
konsumen adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, yang mendorong
konsumen untuk memilih asuransi yang menawarkan struktur keuangan yang
transparan dan adil, dimana risiko dan keuntungan dibagi tanpa adanya spekulasi
atau eksploitasi. Selain itu, produk asuransi syariah sering dirancang untuk lebih
inklusif, meningkatkan akses di berbagai kalangan masyarakat.

Dalam perilaku pembelian, konsumen asuransi syariah sering kali lebih kritis
dan informatif. Konsumen cenderung mengumpulkan informasi detail mengenai
cara premi mereka diinvestasikan dan bagaimana klaim ditangani, yang akan
mendorong perusahaan asuransi syariah untuk terus meningkatkan transparansi dan
integritas operasional mereka. Kepemahaman mendalam ini menunjukkan
kebutuhan konsumen tuk memastikan bahwa semua aspek operasional dan
finansial sesuai dengan prinsip syariah, yang mencerminkan bukan hanya
kebutuhan finansial tetapi juga komitmen spiritual dan etis.

Beberapa strategi penting untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam
keuangan Islam dijelaskan di antaranya, peningkatan transparansi dalam semua
produk dan layanan keuangan Islam disoroti sebagai kebutuhan krusial. Institusi

keuangan harus menyediakan informasi yang lengkap dan mudah dipahami tentang
risiko dan manfaat produk mereka, mungkinkan konsumen untuk membuat
keputusan yang lebih tepat. Peningkatan inisiatif edukasi bagi konsumen tentang
prinsip-prinsip keuangan Islam untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman,

yang secara langsung mempengaruhi kemampuan dalam mengadvokasi hak-hak

konsumen. Perlunya kerangka pengaturan yang lebih ketat yang mengatur etika
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penjualan dan pemasaran serta memperkuat kepatuhan terhadap syariah.
Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, termasuk
mediasi atau arbitrase berbasis syariah, yang dapat menyediakan solusi yang cepat
dan adil untuk masalah konsumen.'® Terakhir, pentingnya peran dewan syariah
dalam lembaga keuangan ditegaskan, di mana mereka harus memainkan peran aktif
dalam mengawasi dan menyetujui produk dan praktik bisnis untuk memastikan
kepatuhan terhadap prinsip syariah.'” Rekomendasi ini bertujuan untuk mendukung
pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam industri keuangan
syariah dengan membangun kepercayaan dan memastikan perlindungan yang kuat
bagi konsumen.
7. Perkembangan Asuransi Syariah Berbasis Unit Link di Indonesia

Asuransi syariah di Indonesia, yang diperkenalkan pertama kali pada tahun
1994 dengan pendirian PT Asuransi Takaful Umum dan PT Asuransi Takaful
Keluarga, telah berkembang signifikan, didorong oleh regulasi yang ketat dan
peningkatan kesadaran masyarakat. duk asuransi syariah, termasuk unit link,
dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam, menghindari gharar, maysir, dan
riba, dan menawarkan kombinasi antara perlindungan dan investasi yang menarik
bagi konsumen Muslim. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran krusial
dalam regulasi dan pengawasan produk ini untuk memastikan kepatuhan terhadap

syariah dan perlindungan konsumen, sebagaimana dituangkan dalam berbagai

dokumen regulasi.

1955 Ali, 2013, “Challenges and Developments in Islamic Finance: Consumer Protection in Islamic
Banking”, Islemic Economic Studies, Nomor. 21 (2), h. 59-84.

7S, Archer dan R.A A Karim, 2007, The Role of Shariah Boards in Ensuring Consumer Protection
in Islamic Finance, Edinburgh University Press, Edinburgh, h. 12-20.
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Dalam konteks pasar, asuransi syariah berbasis unit link terus menarik minat,
didukung oleh inovasi dan adaptasi terhadap kebutuhan konsumen yang dinamis.
Pertumbuhan ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti inovasi produk dan
peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat luas.'® Namun,
industri ini juga menghadapi tantangan, termasuk kebutuhan untuk edukasi lebih
lanjut dan peningkatan kepercayaan konsumen, yang dianalisis sebagai kesempatan
untuk memperluas penetrasi pasar, terutama di daerah dengan akses keuangan yang
terbatas.'’

Selain itu, produk asuransi syariah berbasis unit link membawa implikasi sosial
ekonomi yang penting. Produk ini tidak hanya mendukung inklusi finansial tetapi
juga memberikan jaring pengaman sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam,
memberikan dampak yang luas pada pengembangan ekonomi dan kesejahteraan
sosial 2% Asuransi syariah berbasis unit link di Indonesia menawarkan sebuah
pendekatan unik dan etis terhadap manajemen risiko dan investasi, menunjukkan
perkembangan yang menjanjikan sambil menghaclapiangan yang harus diatasi
untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

F. ?f[etode Penelitian
1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu pokok dari

kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku

dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian

166
" Rifki Ismal, 2011, "Development of Islamic Insurance in Indonesia." %ial of Islamic
Economics, Banking and Finance , Nomor 7 (3),h. 9-22.
T, Nursyamsiah, 2017, "Challenges and Opportunities of Tslamic Insurance in Indonesia." Islamic
Finance Review, Nomor 9 (4),h. 18-25.
20 S. Hamid dan LA. Nurdianawati, 2016, "Socio-Economic Impacts of Islamic Insurance."
International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Nomor 9 (2), h. 254-267.
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hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin
hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf
sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.' Suatu penelitian hukum
normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang
akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema
sentral suatu penelitian.
2. Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
Penelitian hukum normatif memanfaatkan dua jenis bahan hukum. Pertama,
Bahan Hukum Primer yang terdiri dari semua regulasi yang memiliki kekuatan
hukum untuk mengikat secara otoritatif. Dalam proses penelitian, peneliti
diharuskan untuk menyusun dan membahas regulasi tersebut secara hierarkis.
Penulisan regulasi harus lengkap, termasuk judul dan nomor dari Lembaran
Negara serta Tambahan Lembaran Negara.
¢ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
e UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip
Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan
Prinsip Syariah yang diubah ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor
227/PMK 010/2012
a
e POJK Nomor 5/SEOJK .05/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan

Dengan Investasi.

2 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, h 52.
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(86
Peraturan OJK Nomor 22/POJK 03/2023 tentang Pelindungan Konsumen

an Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan

Asuransi
Peraturan OJK Nomor 78/POJK.05/2016 tentang Layanan Asuransi

Melalui Agen dan Perwakilan Asuransi

Peraturan OJK Nomor 5/SEOQJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang

Dikaitkan dengan Investasi

Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan
Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan

Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup semua jenis catatan, dokumen, dan karya
ilmiah di bidang hukum yang membantu dalam memahami dan menafsirkan
makna dari peraturan perundang-undangan tersebut. Bahan hukum sekunder
yang dipakai dalam penelitian ialah sumber-sumber yang tidak terkait secara

langsung dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Studi ini menerapkan metodologi kualitatif untuk memperdalam pemahaman

mengenai karakteristik dan aspek hukum dari asuransi jiwa syariah yang

menggunakan unit link. Metode kualitatif dipilih karena memberikan kemungkinan

bagi peneliti untuk menafsirkan fenomena berdasarkan data yang dikumpulkan
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secara langsung dan tidak terstruktur dari berbagai sumber yang relevan. Penelitian
akan dijalankan melalui tinjauan literatur dan analisis dokumen. Tinjauan literatur

bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, dan
definisi-definisi yang berkaitan dengan produk ransi jiwa syariah unit link dan
regulasi terkait. Sementara itu, analisis dokumen akan berfokus pada penelaahan
dokumen-dokumen hukum, kebijakan asuransi, dan studi kasus yang telah
diterbitkan untuk menggali bagaimana perlindungan hukum diterapkan dalam
praktik nyata. Proses pengumpulan data hukum melibatkan penggalian gan
hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder,
yang selanjutnya dikategorikan untuk memudahkan analisis.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam konteks studi kasus asuransi syariah berbasis unit link, pendekatan
interpretasi hukum yang paling tepat untuk digunakan biasanya akan melibatkan
kombinasi dari beberapa metode, tergantung pada aspek spesifik dari asuransi yang
sedang diteliti. Analisis bahan hukum melalui interpretasi hukum merupakan
pendekatan kritis yang memungkinkan pemahaman mendalam terhadap peraturan
dan undang-undang yang berlaku. Metode ini tidak hanya menilai teks hukum
secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan tujuan legislasi untuk
mencapai keadilan substantif.

Dalam mengevaluasi asuransi syariah berbasis unit link, interpretasi hukum
dapat digunakan untuk memahami ketentuan-ketentuan spesifik dalam peraturan
perasuransian syariah dan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam produk
asuransi ini. Interpretasi ini melibatkan:

e Pemahaman teks regulasi dengan menganalisis kata per kata dari undang-

undang dan regulasi yang mengatur asuransi syariah dan unit link untuk
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memastikan pemahaman yang benar tentang persyaratan dan batasan yang
diterapkan.

e Konteks syariah, memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah seperti
larangan terhadap gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan riba
(bunga) diterapkan dalam produk asuransi ini.

o Tujuan legislatif, menganalisis tujuan di balik regulasi asuransi syariah

untuk memahami bagaimana produk ini dimaksudkan untuk beroperasi

dalam kerangka hukum Islam.

G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

BAB 1 akan mengulas pendahuluan, g mencakup latar belakang penelitian,
perumusan masalah, tujuan dari studi, manfaat penelitian, kerangka teoretis,
metodologi yang digunakan, serta struktur penulisan skripsi.

BAB II akan membahas tentang karakteristik dari asuransi jiwa syariah yang

menggunakan unit link sebagaimana yang diatur dalam undang-undang

perasuransian.
BAB III akan menjelaskan tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada

konsumen yang mengalami kerugian karena asuransi jiwa syariah berbasis unit
link.
BAB IV akan menyajikan kesimpulan berdasarkan analisis masalah yang telah

dirumuskan di awal studi.
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BAB II
KARAKTERISTIK ASURANSI JIWA SYARIAH BERBASIS UNIT LINK

DALAM UNDANG-UNDANG PERASURANSIAN

A. Perjanjian dalam Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,

perjanjian dalam asuransi merupakan kesepakatan hukum yang mengikat antara
perusahaan asuransi dan pihak tertanggung.’> Perjanjian ini menetapkan hak dan
kewajiban dari kedua belah pihak.

Dalam konteks asuransi jiwa syariah berbasis unit link, perjanjian ini diatur

dengan ketat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini melarang
nya unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian),
sehingga memastikan bahwa semua transaksi dan pengelolaan dana dilakukan
secara halal.twa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
memberikan panduan dan ketentuan mengenai produk asuransi syariah, termasuk
unit link. Beberapa fatwa yang rclevanarn hal ini antara lain adalah Fatwa DSN-
MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 yang mengatur pedoman umum asuransi syariah,
memberikan dasar-dasar prinsip syariah yang harus diikuti dalam pelaksanaan
asuransi. Selain itu,twa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 mengatur tentang
akad tabarru' dalam asuransi syariah, yang merupakan prinsip berbagi risiko di
antara peserta asuransi. Fatwa lainnya, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-
MUI/II/2006, mengatur mengenai akad wakalah bil ujrah dalam asuransi syariah,

yang menetapkan bahwa perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (agen) yang

(3WSaliri, R., 2023. Tinjauan Hukum Perjanjian Baku Pada PT AXA Mandiri Financial
Services. Jurisprudensi: Jurnal imu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam, Nomor 15(1),h.128-
141. é

2+ Siswanto, AH. and Handayani, N.S., 2009. Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan
Bermotor melalui Badan Mediasi Asuransi. Lex Jurnalica, Nomor 6 (3), h.18074.
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mengelola dana peserta dengan imbalan ujrah (fee). Ketiga fatwa ini bersama-sama
memberikan landasan syariah yang jelas untuk pelaksanaan produk asuransi jiwa
syariah berbasis unit link di Indonesia.

Perjanjian dalam asuransi jiwa syariah berbasis unit link harus memenuhi
semua ketentuan syariah, berarti bahwa premi yang dibayarkan oleh tertanggung
harus dikelola dan diinvestasikan dalam instrumen-instrumen yang halal. Investasi
ini dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari sektor-sektor yang dilarang oleh
syariah, seperti perjudian, alkohol, dan riba. Persyaratan ini sejalan dengan prinsip
keadilan dan transparansi yang dianjurkan dalam syariah, sehingga diperlukan
pengelolaan investasi yang hati-hati untuk menjaga kepatuhan.”* Selain itu,
tanggung jawab hukum bank syariahtuk menerapkan Prinsip-Prinsip Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/ GCG) dalam bisnis
perbankan syariah menekankan pentingnya praktik yang etis dan transparan dalam
transaksi keuangan >

Premi yang dibayarkan oleh tertanggung dalam asuransi jiwa syariah berbasis
unit link, premi yang dibayarkan oleh tertanggung dibagi menjadi dua bagian
utama. Bagian pertama digunakan untuk proteksi asuransi, ng memberikan
manfaat asuransi kepada tertanggung atau ahli waris jika terjadi klaim, seperti
kematian atau cacat tetap. Bagian kedua dari premi dialokasikan untuk investasi.
Dana investasi ini dikelola dalam portofolio unit link yang terdiri dari berbagai aset

syariah, seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana syariah.

52
4 %‘d}'ah. N., Azis, A, Mutiara, T. and Larasati, D., 2023, June. Sharia Banking Disputes
Settlement: Analysis of Religious Court Decisions in Indonesia. In Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan
Sosial Kenuau'uka tan Nomor 23 (1), h. 75-92.
23 Fachrudin, F., Suretno, S., Kohar, A. and Mailana, A, 2023. The Construction of Islamic Law on
the Law on Halal Product Assurance from the Magashid Sharia Perspective (Law No. 33 of 2014 and Law No.
11 of 2020 Article 48). Al-Ulan, 23(1),h.175-191.
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Struktur ini memungkinkan tertanggung untuk mendapatkan manfaat ganda, yaitu
perlindungan asuransi serta potensi pertumbuhan nilai investasi.

Perjanjian asuransi jiwa syariah berbasis unit link harus merinci secara jelas
manfaat yang akan diterima oleh tertanggung atau ahli waris. Manfaat ini dapat
berupa uang pertanggungan (sum assured) yang dibayarkan jika tertanggung
meninggal dunia, serta hasil investasi yang berkembang dari dana yang telah
diinvestasikan. Perjanjian juga harus mencakup mekanisme klaim, termasuk
dokumentasi yang diperlukan dan prosedur klaim untuk memastikan bahwa proses
ini berjalan lancar dan transparan.

Perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang
transparan mengenai pengelolaan dana investasi, termasuk memberikan laporan
berkala kepada tertanggung tentang kinerja investasi, alokasi dana, serta risiko yang
terkait dengan investasi tersebut. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa
tertanggung memahami bagaimana dana mereka dikelola dan mekanisme kinerja
investasi mempengaruhi nilai polisnya. Selain itu, perusahaan asuransi harus
memastikan bahwa semua transaksi investasi dilakukan dengan hati-hati dan sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah, serta tunduk pada pengawasan dan regulasi oleh

otoritas keuangan yang berwenang.

B. Hubungan Hukum dalam gsuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link
Hubungan hukum dalam asuransi jiwa syariah berbasis unit link melibatkan
interaksi kompleks antara perusahaan asuransi, tertanggung, dan ahli waris atau
penerima manfaat. Hubungan ini diatur oleh undang-undang perasuransian,
peraturan, dan fatwa-fatwa syariah yang relevan untuk memastikan bahwa semua

transaksi dan operasi asuransi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sesuai dengan
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POJK No. 69/POJK .05/2016 tentang Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan
Reasuransi Syariah yang mengatur ketentuan teknis pelaksanaan asuransi syariah,
termasuk hak dan kewajiban perusahaan asuransi, tertanggung, dan penerima
manfaat.

Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana dan penyedia proteksi
jiwa, yang bertanggung jawab untuk mengelola premi yang dibayarkan oleh
tertanggung. Dana ini diinvestasikan dalam instrumen-instrumen halal seperti
saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, serta memberikan proteksi jiwa
sesuai dengan ketentuan dalam polis.

Tertanggung adalah individu yang membeli polis asuransi dan berkewajiban
membayar premi secara berkala. Tertanggung memiliki hak untuk mendapatkan
informasi yang transparan mengenai pengelolaan dana dan kinerja investasi, serta
hak untuk mengajukan klaim jika terjadi kejadian yang diasuransikan® Proses
klaim harus dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan polis.>’ Ahli
waris atau penerima manfaat berhak menerima manfaat asuransi, baik berupa uang
pertanggungan atau hasil investasi, sesuai dengan ketentuan dalam polis.® Ahli
waris juga harus mengikuti prosedur klaim yang telah ditetapkan oleh perusahaan
asuransi.

Hubungan hukum ini diawasi oleh otoritas regulasi seperti Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan

asuransi mematuhi semua peraturan perasuransian dan prinsip-prinsip syariah. OJK

26 P L.S. Sewu, 2023, “Legal Protection Of Insurance Policyholders In Case Of Default Of Insurance
Companies In In sia”, Journal of Southwest Jiaotong University, Nomor 58 (2), h. 14-23.

T W. Sinaga, 2022, “Tinjavan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis
Asuransi”, Jurnal Hukwm To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, Nomor 8 (3), h.341-
356. 21

2% Jinaratana, A. and Permatasari, Y., 2023. Legal Protection of Policyholders for Claim Issues
Insurance coverage based on positive Indonesian law. Asian Journal of Social and Humanities, Nomor [ (07),
h.302-300.

21




juga berperan dalam melindungi hak-hak tertanggung dengan memastikan bahwa
perusahaan asuransi memberikan informasi yang transparan dan layanan yang adil.

Selain itu, asuransi jiwa syariah berbasis unit link harus mematuhi prinsip tabarru’,
di mana sebagian dari premi yang dibayarkan unakan sebagai dana sumbangan
untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Prinsip ini mencerminkan
nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan dalam Islam, memastikan bahwa dana
tabarru' digunakan untuk membayar klaim dari peserta lain yang membutuhkan.
Dengan demikian, hubungan hukum dalam uransi jiwa syariah berbasis unit link
dibangun di atas dasar keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama untuk
memastikan bahwa semua ak yang terlibat mendapatkan manfaat yang adil dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
C. Jenis-Jenis Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link

Asuransi dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kebutuhan
dan tujuan proteksi. Dalam kontcksransi jiwa syariah berbasis unit link, nasabah
memiliki pilihan berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan
keuangan. Setiap jenis produk asuransi ini dirancang untuk memberikan manfaat
yang berbeda, baik dalam hal proteksi maupun investasi.
1. Asuransi Jiwa Murni Syariah

Asuransi jiwa murni syariah menawarkan proteksi jiwa tanpa komponen
investasi. Produk ini memberikan manfaat asuransi yang dibayarkan kepada ahli
waris jika tertanggung meninggal dunia selama masa pertanggungan. Manfaat ini
biasanya berupa uang pertanggungan yang jumlahnya telah ditetapkan dalam polis.

Asuransi jiwa murni syariah fokus pada memberikan perlindungan finansial bagi

keluarga tertanggung, sechingga mercka dapat menghadapi masa-masa sulit tanpa
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beban finansial yang berat. Karena tidak memiliki komponen investasi, premi yang

dibayarkan biasanya lebih rendah dibandingkan dengan asuransi berbasis unit link.

2. Asuransi Jiwa Berbasis Unit Link Syariah

Produk ini mengkombinasikan proteksi jiwa dengan investasi. Sebagian dari
premi yang dibayarkan oleh tertanggung dialokasikan ke dalam unit investasi yang
dikelola secara syariah. Investasi ini dapat berupa saham syariah, sukuk, atan
instrumen keuangan lainnya yang memenuhi prinsip syariah. Nilai investasi ini bisa
bertambah atau berkurang sesuai dengan kinerja instrumen investasi yang dipilih.
Produk memberikan fleksibilitas kepada nasabah untuk memilih jenis investasi
yang sesuai dengan profil risiko mereka, serta potensi untuk mendapatkan hasil
investasi selain manfaat proteksi jiwa. Dengan demjkian,ransi jiwa berbasis unit
link syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial tetapi juga peluang
untuk meningkatkan nilai investasi nasabah.
3. Asuransi Pendidikan Syariah

Asuransi pendidikan syariah dirancang khusus untuk mempersiapkan dana
pendidikan anak. Produk ini memberikan manfaat ganda berupa proteksi jiwa dan
investasi. mj yang dibayarkan oleh nasabah diinvestasikan dalam instrumen
syariah, dan hasil investasinya digunakan untuk membiayai pendidikan anak di
masa depan. Jika tertanggung meninggal dunia sebelum dana pendidikan tercapai,
perusahaan asuransi akan tetap menyediakan dana pendidikan sesuai dengan
ketentuan dalam polis. Produk ini membantu orang tua memastikan bahwa
pendidikan anak mereka terjamin meskipun terjadi hal-hal yang tidak terduga.
Asuransi pendidikan syariah juga memberikan ketenangan pikiran bagi orang tua,

mengetahui bahwa masa depan pendidikan anak-anak mereka terlindungi.

4. Asuransi Kesehatan Syariah
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Asuransi kesehatan syariah menyediakan proteksi kesehatan sesuai dengan
prinsip syariah. Produk ini dirancang untuk menanggung biaya perawatan medis
jika tertanggung sakit atau mengalami kecelakaan. Premi yang dibayarkan oleh
nasabah digunakan untuk membayar biaya rumah sakit, konsultasi dokter,
pembedahan, dan perawatan lainnya. Selain itu, asuransi kesehatan syariah sering
kali mencakup manfaat tambahan seperti rawat inap, rawat jalan, dan perawatan
gigi. Prinsip syariah memastikan bahwa semua klaim dan pembayaran dilakukan
tanpa unsur riba dan dengan keadilan. Asuransi kesehatan syariah membantu
nasabah mengelola risiko kesehatan mereka, memberikan akses ke perawatan
medis berkualitas tanpa membebani keuangan pribadi.

Asuransi syariah dan asuransi konvensional berbeda dalam aspek-aspek
mendasar.?? Asuransi syariah, yang juga dikenal sebagai asuransi Islam, mengikuti
prinsip-prinsip Islam, termasuk berbagi risiko dan menghindari bunga (riba).*
Sebaliknya, asuransi konvensional beroperasi berdasarkan bunga dan tidak

! Selain itu, sistem

melibatkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksinya.’
manajemen asuransi syariah melibatkan perjanjian (akad) dalam setiap transaksi
dan dewan syariah, sedangkan asuransi konvensional tidak memiliki persyaratan
seperti itu.*

Hasil pengkajian menunjukkan bahwa,asuransi jiwa syariah berbasis unit link

berbeda dari asuransi konvensional dalam beberapa aspek utama:

2 M.M. Muchlism, 2023, “Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah Serta Perbedaannya Dengan
Asuransi Konvensional di Indonesia” SINOMIKA Jownal: Publikasi llmiah Bidang Ekonomi dan
Akuntansi, 1(6J1489-1498.

WF, Felysha, 2023, “Comparison Of The Performance Of Sharia Banks And Conventional Banks™,
MORFAI JOURNAL, Nomor 3(2), h.273-280.

3 \‘mwseliu dan L. Kusuma, 2022, Does Sharia superior to conventional? Life insurance
companies. In Reinforcement of the Haz’a:'msh’yﬂ;r Global Integration Revival, Routledge. h. 103-107,

2 N. Kholis dan Y.N. Afifah, 2022. Measuring financial efficiency of insurance companies in
Indonesia using Stochastic Frontier Analysis approach: A comparison between Islamic and conventional
insurances. Journal of Islamic Economics Lariba, 8(1), pp.196-212.

24




« Pengelolaan risiko, bahwa asuransi syariah menghindari spekulasi dan investasi
yang tidak etis, sedangkan asuransi konvensional mungkin tidak memiliki
pembatasan serupa.

« Kepatuhan syariah, bahwa semua operasi dan produk harus mematuhi hukum
Islam, sedangkan asuransi konvensional tidak terikat dengan prinsip religius.

e Struktur keuangan, dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransi
mengambil risiko sepenuhnya dan mendapat keuntungan dari selisih premi
yang dibayar dengan klaim yang disetujui. Di sisi lain, dalam asuransi syariah,
risiko dan keuntungan dibagi dengan pemegang polis.

Regulasi yang ketat dan berorientasi pada kepatuhan syariah telah mendorong
inovasi dalam pengembangan produk asuransi syariah. Perusahaan asuransi
terdorong untuk menciptakan produk yang tidak hanya mematuhi syariah tetapi
juga memenuhi kebutuhan dan harapan pemegang polis, menyediakan alternatif
yang etis dan transparan dibandingkan dengan produk asuransi konvensional.

D. Analisis oduk Asuransi Syariah Studi Kasus di Indonesia

Analisis terhadap produk asuransi jiwa syariah berbasis unit link di Indonesia,
menyebabkan timbulnya beberapa karakteristik penting yang mendefinisikan dan
membedakan produk-produk ini dalam pasar asuransi. Secara umum, produk-
produk asuransi syariah ini menawarkan kombinasi dari perlindungan jiwa dan
investasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Deskripsi produk pada
umumnya meliputi informasi tentang cakupan asuransi yang ditawarkan, yang
sering kali mencakup perlindungan jiwa, kesehatan, dan kadang-kadang pendidikan
atau dana pensiun, tergantung pada polis. Opsi premi yang ditawarkan cukup
bervariasi, memberikan fleksibilitas kepada pemegang polis untuk memilih sesuai

dengan kemampuan finansial dan kebutuhan perlindungan.
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Jangka waktu polis juga beragam, dengan beberapa polis menawarkan jangka
waktu tetap sementara yang lain memberikan opsi untuk pembaruan atau
penyesuaian jangka waktu. Manfaat asuransi biasanya termasuk kompensasi untuk
berbagai risiko yang dijamin dalam polis, seperti kematian, penyakit kritis, atau
kecelakaan, dan terkadang bonus atau bagian dari keuntungan investasi. Dari segi
akad, produk-produk ini mengadopsi struktur Mudarabah atau Wakalah, di mana
penyedia asuransi dan pemegang polis membagi risiko dan keuntungan dari dana
yang diinvestasikan sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. Struktur ini
mendukung transparansi dan keadilan, yang sangat dihargai dalam praktik
keuangan syariah.

Kepatuhan syariah sangat penting, di mana produk harus memastikan bahwa
semua investasi dan praktek operasional selaras dengan hukum Islam. Hal ini
mencakup menghindari investasi dalam bisnis yang terlibat dalam aktivitas yang
diharamkan seperti alkohol, judi, dan riba (bunga). Kinerja investasi dari produk ini
biasanya dilaporkan untuk memberikan gambaran tentang efektivitas pengelolaan
dana tersebut, dengan beberapa produk menunjukkan hasil yang lebih baik daripada
lainnya, tergantung pada strategi dan kepatuhan investasi mereka.

Hasil identifikasi profil produk asuransi syariah menunjukkan bahwa,
distribusi jenis akad dalam produk asuransi syariah, yang meliputi Mudarabah,
Wakalah, dan kombinasi antara Wakalah dan Mudarabah (Gambar 1). Akad
Wakalah adalah yang paling banyak digunakan dengan total 10 produk,
selanjutnya, akad Mudarabah digunakan dalam 8 produk, sedangkan kombinasi
antara Wakalah dan Mudarabah hanya digunakan dalam 2 produk.

Distribusi jenis akad menunjukkan bahwa masyarakat pengguna produk

asuransi syariah dengan akad Mudarabah umumnya memiliki pemahaman yang
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baik tentang konsep bagi hasil dan lebih memilih produk yang menawarkan
keuntungan berdasarkan kinerja investasi. Nasabah cenderung memiliki tingkat
religiusitas yang tinggi dan memilih akad yang sesuai dengan prinsip syariah yang
mengedepankan bagi hasil. Selain itu, pengguna akad Mudarabah mungkin lebih
terbuka terhadap risiko investasi dengan harapan mendapatkan potensi keuntungan
yang lebih besar. Sementara itu, pengguna produk asuransi syariah dengan akad
Wakalah lebih menyukai transparansi dan kepastian biaya (ujrah) yang diberikan
oleh perusahaan asuransi. Nasabah tetap memiliki kesadaran tinggi terhadap
prinsip-prinsip syariah, tetapi lebih memilih akad dengan struktur biaya yang jelas
dan tetap. Pengguna akad Wakalah cenderung lebih percaya pada kemampuan dan
keahlian agen atau wakil dalam mengelola asuransi. Pengguna produk asuransi
syariah dengan akad campuran, yang menggabungkan Wakalah dan Mudarabah,
pada umumnya mencari keseimbangan antara kepastian biaya dari akad Wakalah
dan potensi keuntungan investasi dari akad Mudarabah. Nasabah lebih fleksibel dan
adaptif terhadap produk asuransi yang menawarkan kombinasi keuntungan dari
kedua akad. Pengguna akad campuran memiliki pemahaman yang baik tentang
keuangan dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam memilih produk
asuransi.

Produk dengan kepatuhan syariah yang ketat memiliki jumlah yang lebih
tinggi dan juga menunjukkan performa investasi yang lebih baik (Gambar 2). Hasil
identifikasi ini memberikan gambaran bahwa kepatuhan yang lebih ketat terhadap
prinsip syariah mungkin berkontribusi pada performa investasi yang lebih stabil
atau lebih baik dalam mengeksplorasi efektivitas dan keberlanjutan dari produk

asuransi syariah.
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Hubungan antara tingkat kepatuhan syariah dan kinerja investasi produk
asuransi syariah, menunjukkan adanya variasi yang signifikan di antara tiga
kategori kepatuhan. Dalam kategori Strict Compliance, terdapat 12 produk
(Lampiran 1) yang menawarkan rata-rata kinerja investasi 7% per tahun. Produk-
produk ini meliputi Allianz iB Health Link, yang merupakan asuransi kesehatan
dengan fokus investasi yang sepenuhnya syariah; PRULink Syariah dari Prudential
Indonesia, yang menawarkan asuransi jiwa dengan manfaat investasi yang ketat
mengikuti prinsip syariah; dan Takaful Link Dana Harapan dari Asuransi Takaful
Keluarga, yang menggabungkan perlindungan dan pertumbuhan dana berdasarkan
prinsip takaful.

Pada kategori Moderate Compliance, terdapat 6 produk dengan rata-rata
kinerja investasi 5% per tahun. Contoh dari kategori ini termasuk CIGNA Syariah
Link, yang menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan dengan sebagian besar
investasi yang mematuhi syariah; AXA MaestroLink Syariah, yang menyediakan
fleksibilitas dalam pilihan investasi dengan sebagian besar portofolio yang
mematuhi syariah; dan Manulife Syariah Link Dana Istigomah, yang fokus pada
investasi syariah namun dengan beberapa kelonggaran dalam pilihan investasi.
Pada kategori Low Compliance, hanya ada 2 produk, MNC Life OptimaLink
Syariah dan Commonwealth Life Investra Link Syariah, yang menunjukkan kinerja
investasi rata-rata 3% per tahun. Kedua produk ini, meskipun diberi label syariah,
mungkin memiliki beberapa elemen investasi yang kurang ketat dalam kepatuhan
syariah.

Tingkat kepatuhan syariah secara langsung mempengaruhi kinerja investasi
produk asuransi syariah. Produk dengan kepatuhan ketat cenderung menawarkan

kinerja investasi yang lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa mematuhi prinsip-

28




prinsip syariah dapat berjalan seiring dengan hasil investasi yang menguntungkan.
Di sisi lain, produk dengan kepatuhan yang lebih rendah menunjukkan kinerja
investasi yang lebih rendah, yang mungkin mencerminkan risiko tambahan atau
kurangnya disiplin dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pemahaman ini
penting bagi konsumen dalam memilih produk asuransi syariah yang sesuai dengan
kebutuhan dan nilai-nilai yang dianut.

E. Analisis Dampak Regulasi Pemerintah Terhadap Produk Asuransi

Syariah Berbasis Unit Link

Kepatuhan syariah tidak hanya penting dari sudut pandang etika dan agama,
tetapi juga bisa memiliki dampak langsung pada kinerja finansial produk asuransi
syariah. Produk dengan kepatuhan yang lebih ketat cenderung menunjukkan kinerja
yang lebih baik, menandakan bahwa integritas dan kepatuhan syariah mungkin juga
menyelaraskan dengan manajemen risiko dan keberlanjutan finansial yang lebih
baik.

Dampak regulasi pemerintah terhadap produk asuransi syariah, terutama yang
berbasis unit link, sangat penting untuk pengembangan dan keberlanjutan
industri* Dukungan pemerintah, seperti pemberian insentif dan pelonggaran
regulasi, memiliki peran signifikan dalam meningkatkan sektor asuransi syariah.**

Insentif ini bisa berupa pengurangan pajak, subsidi premi, atau bantuan teknis bagi

perusahaan asuransi syariah®>. Adanya insentif tersebut, perusahaan asuransi

4 Arianty, E., Utami, T.S., Yustiani, S. and Haniyah, R., 2023. The case study of the sharia insurance
industry: how far is the spin-off policy being effectively implemented in Indonesia?. Jowrnal of Islamic
Accounting and Business Research.

4 Sliﬂ. Y. and Kusuma, L., 2022. Does Sharia superior to conventional? Life insurance
companies. In Reinforcement of the Hakmdush)‘fm' Global Integration Revival (pp. 103-107). Routledge.

33 Achir, N. and Rahim, E.I, 2022, Impact of Enforcing Sharia Regional Regulations During the
Covid-19 Pandemic. KnE Social Sciences, pp.43-56.
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syariah dapat menawarkan produk yang lebih kompetitif dan menarik bagi
masyarakat, sehingga meningkatkan penetrasi pasar.

Selain itu, kerangka regulasi mempengaruhi kinerja dan efektivitas
perusahaan asuransi syariah, seperti yang dibuktikan oleh kinerja unggul asuransi
berbasis syariah dalam berbagai aspek dibandingkan dengan asuransi
konvensional *® Regulasi yang jelas dan tegas dapat memberikan panduan yang
diperlukan bagi perusahaan dalam operasional sehari-hari, memastikan bahwa
mereka beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini terbukti dari
kinerja unggul asuransi berbasis syariah dalam berbagai aspek dibandingkan
dengan asuransi konvensional, seperti pengelolaan risiko, tingkat kepercayaan
nasabah, dan stabilitas keuangan.

Lebih rinci, regulasi hukum sangat penting untuk pemberdayaan dan
pendirian lembaga keuangan Islam, termasuk asuransi syariah, yang mengarah pada
kemajuan, sinkronisasi, dan kepercayaan publik terhadap industri ini.’’ Secara
keseluruhan, regulasi pemerintah membentuk lanskap produk asuransi syariah,
mempengaruhi pertumbuhan, kinerja, dan pcnerimaang pasar.

Berdasarkan dokumen Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian, saya akan menganalisis dampak peraturan terbaru ini pada beberapa

aspek penting dari industri asuransi syariah:

19
-‘“ghyanda.ri. R..Kalfin, Sukono, Purwani, §., Ratnasari, D., Herawati, T. and Mahdi, S., 2023. The
development_of sharia insurance and its future sustainability in risk management: a systematic literature
review. Susf@bitity, 15(10), p.8130.
7T El Maza, R., Yunarti, Y., Nazeri, N. and Hidayat, R., 2022. Sharia Economic Law Regulation on
The Development of Sharia Financial Institutions in Indonesia. Journal of Social Work and Science
Education, 3(2), pp.154-167.
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1.

Inovasi Produk

Regulasi baru ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk lebih fleksibel
dalam mengembangkan produk baru yang memenuhi kebutuhan masyarakat
(Pasal 5). Perluasan ruang lingkup usaha memungkinkan perusahaan asuransi
syariah untuk menambahkan manfaat yang didasarkan pada hasil pengelolaan
dana. Dengan demikian, regulasi ini mendukung inovasi produk dengan
memperbolehkan perusahaan untuk menawarkan manfaat yang lebih beragam
dan menyesuaikan dengan dinamika pasar.

Penetapan Harga dan Daya Saing Pasar

Undang-undang ini mengharuskan setiap produk yang dipasarkan untuk
memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup transparansi premi dan
kontribusi, penanganan klaim, serta distribusi produk (Pasal 26). Regulasi yang
lebih ketat tentang keterbukaan informasi dan perlindungan konsumen
mempengaruhi cara perusahaan menetapkan harga mereka, yang bisa
meningkatkan daya saing di pasar dengan mendorong praktik yang lebih adil

dan transparan.

. Kepatuhan

Regulasi baru meningkatkan tuntutan kepatuhan, terutama dalam penerapan
manajemen risiko dan pemisahan kekayaan dan kewajiban untuk melindungi
hak pemegang polis (Pasal 21). Perusahaan asuransi syariah harus lebih hati-
hati dalam mengelola dana sesuai prinsip syariah, yang pada akhirnya dapat
mempengaruhi kepercayaan konsumen dan kepatuhan terhadap standar syariah.
Implikasi Jangka Panjang (Prediksi Tren)

Dengan adanya tuntutan regulasi yang lebih ketat dan terstruktur, diharapkan

akan ada peningkatan dalam kepercayaan konsumen terhadap industri asuransi
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syariah. Regulasi yang mendukung inovasi dan kepatuhan bisa mendorong
pertumbuhan sektor ini lebih lanjut. Prediksi tren adalah peningkatan produk
asuransi syariah yang lebih diversifikasi dengan manajemen risiko yang lebih
baik, mendorong pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan dalam industri
asuransi syariah di Indonesia. Regulasi ini secara keseluruhan bertujuan untuk
memperkuat kerangka kerja hukum yang mendukung operasi perasuransian di
Indonesia, dengan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis dan
memperketat kepatuhan terhadap standar operasional yang lebih tinggi,
khususnya dalam konteks syariah.
F. Jenis Akad dalam Produk Syariah: Wakalah dan Mudarabah
cara bahasa, wakalah berarti penyerahan atau pelimpahan sementara secara
istilah, wakalah adalah penyerahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki
kemampuan bertindak kepada orang lain yang juga memiliki kemampuan bertindak
dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.*®
Rukun wakalah mencakup beberapa elemen penting.*” Pertama, orang yang
mewakilkan (muwakkil) harus memenuhi syarat, yaitu merupakan pemilik sah yang
memiliki hak untuk rtindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, serta orang yang
mukallaf atau mumayyiz dalam batas tertentu, misalnya dalam hal menerima hibah
atau sedekah yang bermanfaat baginya. Kedua, orang yang mewakili (wakil) harus

memiliki kecakapan hukum, mampu melaksanakan tugas yang diwakilkan

kepadanya, dan merupakan orang yang dapat dipercaya. Ketiga, hal-hal yang

diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak

*8 Fitri, N., 2019. Implementasi Akad Wakalah dan Mudharabah pada Reksa Dana Syariah
Sebagai l]Ellif Investasi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
* Fatwa DSN-MUI Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
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bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan sesuai dengan ketentuan
syariah Islam.

Akad mudarabah adalah perjanjian kerja sama usaha antara pemilik modal
(malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola

(amil/mudharib).*” Keuntungan dari usaha tersebut dibagi antara kedua pihak

berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam perjanjian.

Untuk dapat terlaksananya akad mudharabah, terdapat beberapa rukun dan
syarat yang harus dipenuhi.*' Pertama, adanya pelaku yang terdiri dari pemilik

modal dan pelaksana usaha. Transaksi ini melibatkan dua pihak: pihak pertama
sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha. Tanpa keberadaan dua
pihak ini, akad mudharabah tidak dapat dilaksanakan. Kedua, adanya obyek
mudharabah, yaitu modal dan kerja. Pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan
modal sebagai obyek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan
keahlian (kerja) sebagai obyek mudharabah. Ketiga, persetujuan dari kedua belah
pihak (ijab-kabul), di mana kedua belah pihak harus sepakat untuk mengikatkan
diri dalam akad mudharabah. Pemilik modal setuju untuk menyediakan dana, dan
pelaksana usaha setuju untuk menyerahkan keahliannya. Keempat, nisbah
keuntungan, yaitu pembagian keuntungan antara pemodal dan pelaksana usaha
sesuai kesepakatan. Kelima, imbalan yang adil tuk pemodal atas penyertaan

modal dan kepada mudharib atas kontribusi kerjanya, yang bertujuan mencegah

perselisihan antara kedua belah pihak.

40 &wa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MULIX/2017 tentang Akah Mudharabah.
4! Srisusilawati, P. and Eprianti, N., 2017. Penerapan prinsip keadilan dalam akad
mudharabah di lembaga keuangan syariah. Law and Justice, 2(1), pp.12-23.
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BAB II1
PERLIN]WGAN HUKUM KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT
ASURANSI JIWA SYARITAH BERBASIS UNIT LINK

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan konsumen diartikan dengan cakupan yang luas, sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, yaitu "segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen." dang-Undang ini
juga mengatur tanggung jawab pelaku usaha pada Pasal 19, di mana pelaku usaha
bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau
kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan
atau diperdagangkan.

Selain itu, Pasal 23 merupakan salah satu pasal yang secara spesifik
mengatur hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang menolak, tidak
memberi tanggapan, atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. Pasal ini nyatakan bahwa pelaku usaha
yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti
rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa
konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 23, konsumen memiliki dasar hukum
yang kuat untuk menuntut hak mereka jika pelaku usaha tidak memenuhi
kewajibannya. Proses penyelesaian sengketa ini dapat dila_kukank melalui badan
penyelesaian sengketa konsumen maupun melalui badan peradilan, memberikan

konsumen jalur yang jelas untuk mendapatkan perlindungan dan ganti rugi yang

semestinya.
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Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat asuransi jiwa

syariah berbasis unit link merupakan aspek penting dalam memastikan keadilan dan
kepastian hukum bagi para nasabah.* Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi
hak-hak konsumen dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang
efektif. Menurut teori, perlindungan hukum dapat dipahami dalam konteks hukum
perdata®® Perlindungan hukum ini dapat dibedakan menjadi dua jenis utama:
internal dan eksternal.
@
1. Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum internal adalah adalah bentuk perlindungan hukum yang
terbentuk melalui perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat. Para pihak
ini menyusun sendiri klausul-klausul atau isi perjanjian yang dapat memberikan
perlindungan hukum bagi mereka yang terikat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian
ini dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa kepentingan masing-masing
pihak terlindungi berdasarkan kesepakatan bersama. Perlindungan hukum melalui
perjanjian ini akan terwujud apabila para pihak yang terlibat dalam perjanjian
memiliki kedudukan yang setara sehingga tercipta keseimbangan.

KUHPerdata mengatur berbagai aspek perjanjian, termasuk perjanjian
asuransi, @ngan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak

yang terlibat. Beberapa prinsip penting dalam KUHPerdata yang relevan dengan

perlindungan konsumen dalam asuransi jiwa syariah berbasis unit link antara lain:

46

42 Nurhavati, E.S, 2023, Junuury.gerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi dengan
Investasi Unit Link PT AXA Mandiri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang
Perasuran sin Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 3, No. 1, pp. 622-628).

+*Isnaeni, Moch. 2017, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
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a.

Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata): Pihak-pihak yang

membuat perjanjian bebas menentukan isi perjanjian mereka selama tidak

bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

. Asas Itikad Baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata): Perjanjian harus

dilaksanakan dengan itikad baik. Ini berarti kedua belah pihak harus

bertindak jujur dan adil serta tidak saling merugikan.

Perjanjian Harus Jelas dan Tegas (Pasal 1320 KUHPerdata): Perjanjian harus

memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak,

kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab

yang halal.

2
2. Konsep Perjanjian dalam Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link

Dalam asuransi jiwa syariah berbasis unit link, terdapat beberapa konsep perjanjian

yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan

memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, antara lain:

d.

Aqad atau Akad: Perjanjian atau kontrak yang dibuat sesuai dengan prinsip

syariah. Akad dalam asuransi syariah mencakup akad tabarru' (donasi) dan
akad tijarah (komersial). Akad tabarru' digunakan untuk mengumpulkan

dana dari peserta yang digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena

musibah, sementara akad tijarah digunakan untuk investasi dana peserta.

a
. Prinsip Mudarabah dan Wakalah bil Ujrah: Dalam unit link, perusahaan

asuransi dapat menggunakan prinsip mudarabah (bagi hasil) atau wakalah bil
ujrah (perwakilan dengan upah) untuk mengelola investasi dana peserta.

Prinsip ini harus dijelaskan dengan jelas dalam perjanjian.
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c. Prinsip Transparansi dan Keadilan: Perusahaan asuransi harus transparan
dalam mengelola dana dan memberikan informasi yang jelas serta adil

kepada peserta mengenai risiko dan keuntungan dari investasi unit link.
2. Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal mencakup mekanisme dan institusi di luar
perusahaan asuransi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen.
Perlindungan hukum eksternal adalah perlindungan hukum yang diciptakan oleh
pihak yang berwenang melalui pembentukan peraturan yang ditujukan untuk
melindungi kepentingan pihak yang lemah. ** Peraturan ini, sesuai dengan prinsip

dasarnya, harus disusun secara seimbang dan proporsional tanpa memihak pihak
tertentu, untuk mencegah ketidakadilan, kesewenang-wenangan terhadap

kepentingan pihak lain, serta menghindari kerugian bagi pihak yang lemah.
Beberapa aspek penting dari perlindungan hukum eksternal meliputi:
a. Regulasi dan Pengawasan oleh Otoritas

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia adalah lembaga yang
bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur industri asuransi,
termasuk asuransi jiwa syariah berbasis unit link. OJK memastikan bahwa
perusahaan asuransi mematuhi semua peraturan yang berlaku dan beroperasi
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, OJK juga memiliki
mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa hak-hak
konsumen terlindungi.
- Perauran OJK Nomor 18/POJK.05/2018 tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

# Isnaeni, Moch. 2017. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. Yogyakarta: Laksbang
Pressindo.
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- Peraturan OJK Nomor 32/POJK.05/2020 tentang Penerapan Prinsip

Perlindungan  Konsumen dalam Kegiatan Usaha Lembaga
Penyelenggara Asuransi Syariah.
- Peraturan OJK Nomor 18/POJK.05/2020 tentang Penyelenggaraan
Pengelolaan
- Peraturan OJK Nomor 18/POJK .03/2020 tentang Kegiatan Usaha dan
Penyelenggaraan Penilaian Kesesuaian dalam Penjualan Produk
Asuransi Berbasis Syariah.
b. Lembaga Perlindungan Konsumen
Lembaga perlindungan konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI) memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak
konsumen. YLKI dan lembaga sejenis lainnya memberikan edukasi kepada
masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen dan menyediakan
bantuan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh praktik
perusahaan asuransi.
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS
SJK) adalah lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa di sektor jasa
keuangan di luar pengadilan. Sebelum adanya LAPS SJK, terdapat 6
lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu BAPMI (pasar modal),
BMAI (asuransi), BMDP (dana pensiun), LAPSPI (perbankan), BAMPPI
(penjaminan), dan BMPPVI (modal ventura). LAPS SJK didirikan untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa di sektor jasa
keuangan. LAPS SJK menerima sengketa dari konsumen dengan pelaku jasa

keuangan yang bersifat keperdataan dan tidak mengandung unsur pidana.
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C.

c.

Proses Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti arbitrase dan
mediasi eksternal, merupakan mekanisme penting dalam perlindungan
hukum konsumen. Lembaga Arbitrase Syariah, misalnya, dapat digunakan
untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan perusahaan asuransi
syariah. Proses ini biasanya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan
dengan proses pengadilan, serta memberikan putusan yang mengikat bagi
kedua belah pihak.

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) adalah sebuah
badan hukum yang berbentuk perhimpunan yang bersifat independen dan
netral. BMAI didirikan untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi
melalui mediasi dan ajudikasi, tanpa campur tangan pemerintah. BMAI
memberikan layanan penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi atau
penanggung dengan pemegang polis atau tertanggung. BM Al diakui sebagai
badan hukum dan strukturnya merupakan perkumpulan orang-orang yang
memiliki tujuan non-ekonomi, bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut
melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar atau regulasi.

Proses Hukum di Pengadilan

Jika semua upaya penyelesaian sengketa internal dan alternatif penyelesaian
sengketa eksternal tidak berhasil, konsumen memiliki hak untuk membawa
kasus mereka ke pengadilan. Pengadilan akan meninjau kasus tersebut dan
memberikan putusan berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh
kedua belah pihak. Proses hukum di pengadilan memberikan jaminan hukum
yang kuat bagi konsumen untuk mendapatkan keadilan.

Fatwa dan Regulasi Syariah
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Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga fatwa syariah lainnya juga
memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen. Fatwa yang
dikeluarkan oleh MUI memberikan panduan dan kepastian hukum tentang
praktik-praktik yang sesuai dengan prinsip syariah dalam industri asuransi.
Konsumen dapat merujuk pada fatwa ini untuk memastikan bahwa produk
asuransi yang mereka beli sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Dengan adanya perlindungan hukum internal dan eksternal, konsumen yang
e
dirugikan akibat asuransi jiwa syariah berbasis unit link memiliki berbagai
mekanisme dan lembaga yang dapat membantu mereka untuk mendapatkan
keadilan dan perlindungan hak-hak mereka. Perlindungan ini sangat penting untuk
membangun kepercayaan konsumen terhadap industri asuransi syariah dan

memastikan bahwa semua pihak beroperasi dengan integritas dan sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah.

B. Analisis Studi Kasus dan Penanganan Sengketa di Indonesia

Hasil pengkajian data yang dihimpun dari website Mahkamah Agung, tercatat
total 119 kasus sengketa asuransi telah diputuskan, yang mencakup berbagai
kategori keputusan. Dalam bab ini, akan dibahas secara mendalam studi kasus
sengketa asuransi yang diambil dari data Mahkamah Agung Indonesia. Kasus yang
menjadi fokus adalah tuntutan nasabah dari Sulawesi Tenggara terhadap PT.
Asuransi  Jiwa Mega Life Internasional dengan nomor putusan
46/Pdt/2014/PT Sultra (Lampiran 2). Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa serta dampaknya terhadap

perlindungan hak-hak konsumen dalam sektor asuransi syariah di Indonesia.
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Kasus ini berawal dari klaim asuransi yang diajukan oleh Hj. Nurmiati dan
Wandhi Pratama Putra Sisman, yang merupakan ahli waris dari almarhum H.
Sisman, mengajukan gugatan terhadap PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional.
Mereka menuntut manfaat pembayaran asuransi yang mercka anggap belum
dipenuhi oleh pihak asuransi. Putusan Pengadilan Negeri Kolaka awalnya
mengabulkan sebagian dari tuntutan mereka, memutuskan hwa mereka adalah
ahli waris yang sah dan berhak menerima manfaat asuransi.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menyetujui dan membenarkan putusan
Pengadilan Negeri Kolaka, menolak permohonan banding yang diajukan oleh PT.
Asuransi Jiwa Mega Life Internasional. Pengadilan Tinggi mempertahankan semua
pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Kolaka, termasuk
keputusan tentang eksepsi dan provisi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum
telah memberikan keadilan kepada penggugat dengan mendukung hak mereka
untuk menerima pembayaran asuransi yang scharusnya.

Putusan menunjukkan bahwa mekanisme hukum seperti pengadilan dapat
diandalkan oleh konsumen sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak mereka
ketika terjadi perselisihan dengan perusahaan asuransi. Proses banding
menunjukkan bahwa PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional tidak setuju
dengan keputusan Pengadilan Negeri Kolaka dan mengajukan banding ke
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Pengadilan Tinggi menilai seluruh bukti dan
argumen yang diajukan, dan memutuskan untuk menolak banding dari pihak
asuransi, dengan mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Kolaka.

Dalam pertimbangan hukum, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan
sebelumnya dengan alasan bahwa argumen dan bukti yang diajukan oleh PT.

Asuransi Jiwa Mega Life Internasional tidak cukup untuk membatalkan atau
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mengubah putusan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan

mengambil pendekatan yang berbasis pada bukti yang ada dan hukum yang berlaku

untuk menjamin keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

1. Proses Pengadilan

d.

Putusan Pengadilan Negeri Kolaka

Pengadilan Negeri Kolaka memainkan peran penting dalam menyelesaikan
sengketa antara Hj. Nurmiati dan Wandhi Pratama Putra Sisman melawan
PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional. Proses di pengadilan ini
melibatkan beberapa tahapan penting yaitu pengajuan gugatan,
pengumpulan bukti, pertimbangan hukum, hingga putusan.

Pengajuan Gugatan

Sebagai tindak lanjut, Hj. Nurmiati dan Wandhi Pratama Putra Sisman
merupakan ahli waris almarhum H. Sisman, mengajukan gugatan terhadap
PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional. Gugatan ini berfokus pada klaim
manfaat pembayaran asuransi yang mereka anggap belum dipenuhi oleh
pihak asuransi.

Pengumpulan Bukti

Pengadilan Negeri Kolaka mengumpulkan berbagai bukti, termasuk
dokumen-dokumen terkait polis asuransi, bukti pembayaran premi, dan
dokumen yang mengkonfirmasikan status ahli waris dari penggugat. Saksi-
saksi juga dipanggil untuk memberikan keterangan yang relevan dengan
kasus ini.

Pertimbangan Hukum

Berdasarkan bukti yang diajukan, pengadilan mempertimbangkan beberapa

aspek hukum, termasuk validitas polis asuransi, hak-hak ahli waris, dan
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kewajiban perusahaan asuransi. Pengadilan menemukan bahwa penggugat
adalah ahli waris yang sah dan berhak menerima pembayaran asuransi
sebesar Rp 7.690.000.-.

Putusan

Pengadilan Negeri Kolaka memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari
tuntutan penggugat, menetapkan wa mereka adalah ahli waris yang sah
dan berhak menerima manfaat asuransi. Putusan ini mencerminkan

komitmen pengadilan dalam melindungi hak-hak konsumen dan memastikan

keadilan dalam proses sengketa asuransi.

2. Banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional, tidak puas dengan putusan

Pengadilan Negeri Kolaka, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tenggara. Proses banding ini melibatkan beberapa tahapan penting:

a.

C.

Pengajuan Banding

PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional mengajukan banding dengan
alasan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kolaka tidak adil dan mengajukan
bukti serta argumen tambahan untuk mendukung posisi mereka.

Review dan Evaluasi

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melakukan review dan evaluasi
menyeluruh terhadap seluruh dokumen kasus, bukti yang diajukan, dan
argumen dari kedua belah pihak. Proses ini melibatkan peninjauan kembali
putusan Pengadilan Negeri Kolaka serta penilaian terhadap bukti baru yang
diajukan oleh PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional.

Pertimbangan Hukum

43




Pengadilan Tinggi mempertimbangkan berbagai aspek hukum, termasuk
validitas bukti tambahan yang diajukan oleh pihak asuransi dan kesesuaian
dengan hukum asuransi yang berlaku. Setelah evaluasi menyeluruh,
pengadilan menemukan bahwa bukti dan argumen yang diajukan oleh PT.
Asuransi Jiwa Mega Life Internasional tidak cukup kuat untuk membatalkan
atau mengubah putusan sebelumnya.

Putusan

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutuskan untuk menolak banding
vang diajukan oleh PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional dan
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka. Pengadilan Tinggi
mempertahankan semua pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan
Negeri, termasuk keputusan tentang eksepsi dan provisi. Putusan ini
menegaskan bahwa sistem hukum telah memberikan keadilan kepada
penggugat dengan mendukung hak mereka untuk menerima pembayaran

asuransi yang seharusnya.

3. Signifikansi Proses Pengadilan

Proses pengadilan dalam kasus ini memiliki beberapa implikasi penting di

antaranya adalah:

a.

Perlindungan Hak Konsumen

Proses pengadilan menunjukkan komitmen sistem hukum dalam melindungi
hak-hak konsumen, memastikan bahwa mereka menerima manfaat yang
seharusnya diterima sesuai dengan polis asuransi yang telah disepakati.
Transparansi dan Akuntabilitas

Proses yang melibatkan berbagai tingkatan pengadilan (Pengadilan Negeri

dan Pengadilan Tinggi) menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam
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sistem peradilan, memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan
bukti yang kuat dan pertimbangan hukum yang tepat.

Precedent Hukum

Putusan ini dapat menjadi preseden penting bagi kasus-kasus serupa di masa
depan, memberikan panduan bagi pengadilan dalam menangani sengketa

asuransi dan melindungi hak-hak konsumen.

4. Analisis Hukum dan Kepatuhan

Perlindungan hak konsumen adalah aspek krusial dalam kasus sengketa

asuransi. Dalam kasus ini, keputusan pengadilan menunjukkan bahwa sistem

hukum Indonesia memiliki mekanisme yang kuat untuk melindungi hak-hak

konsumen, khususnya dalam hal menerima manfaat asuransi yang telah disepakati

dalam polis. Beberapa poin penting terkait perlindungan hak konsumen di

antaranya:

a.

C.

Penerimaan Tuntutan Konsumen

Keputusan Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengabulkan sebagian
tuntutan penggugat dan menetapkan bahwa mereka adalah ahli waris yang
sah menunjukkan bahwa pengadilan memprioritaskan keadilan bagi
konsumen.

Dukungan Putusan di Tingkat Banding

Penolakan banding oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan
penguatan putusan Pengadilan Negeri menunjukkan komitmen
berkelanjutan terhadap perlindungan hak konsumen.

Implikasi Kepercayaan
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Kasus ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sistem peradilan
dan memperkuat keyakinan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi oleh
hukum.
5. Perlindungan Hukum Internal dalam Kasus Sengketa Asuransi di Indonesia
Kasus sengketa asuransi antara Hj. Nurmiati dan Wandhi Pratama Putra Sisman
melawan PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional menunjukkan beberapa aspek
perlindungan hukum internal yang berlaku dalam sistem peradilan di Indonesia.
Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme perlindungan hukum internal yang
diterapkan dalam kasus ini:
a. Proses Pengadilan yang Berjenjang
Proses pengadilan yang berjenjang adalah salah satu pilar utama dalam
sistem peradilan Indonesia. Kasus ini melalui beberapa tahapan penting
yang menunjukkan bagaimana sistem peradilan bekerja untuk memastikan
keadilan:
¢ Pengadilan Tingkat Pertama
Pengadilan Negeri Kolaka menangani kasus ini pada tingkat pertama,
mengumpulkan bukti, mendengarkan saksi, dan membuat putusan awal.
e Proses Banding
Ketidakpuasan pihak asuransi terhadap putusan Pengadilan Negeri
Kolaka mendorong mereka tuk mengajukan banding ke Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tenggara. Pengadilan Tinggi mengevaluasi kembali
bukti dan argumen yang diajukan untuk memastikan keabsahan dan

keadilan putusan awal.

e Penguatan Putusan
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Pengadilan Tinggi mempertahankan putusan Pengadilan Negeri dan
menolak banding dari pihak asuransi, menunjukkan bahwa sistem
peradilan menyediakan mekanisme yang kuat untuk meninjau kembali
keputusan dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan pada setiap

tingkat.

b. Pendekatan Berbasis Bukti

Pendekatan berbasis bukti adalah esensi dari proses peradilan yang adil dan

transparan. Dalam kasus ini, baik Pengadilan Negeri Kolaka maupun

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menekankan pentingnya bukti yang

kuat dan relevan:

Evaluasi Bukti

Pengadilan Negeri Kolaka mengevaluasi berbagai bukti dokumenter,
termasuk polis asuransi, bukti pembayaran premi, dan dokumen status
ahli waris. Saksi-saksi juga memberikan keterangan yang mendukung
klaim penggugat.

Review dan Validasi

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara meninjau kembali semua bukti
yang diajukan oleh kedua belah pihak. Mereka memastikan bahwa bukti
yang diajukan oleh PT. Asuransi Jiwa Mega Life Internasional tidak
cukup kuat untuk membatalkan atau mengubah putusan sebelumnya.
Keputusan Berdasarkan Bukti

Putusan akhir didasarkan pada evaluasi bukti yang komprehensif dan
penerapan hukum yang berlaku, menunjukkan bahwa pengadilan
bertindak berdasarkan data dan fakta yang tersedia untuk menjamin

keadilan.
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C.

Perlindungan Hak Konsumen

Kasus ini menunjukkan komitmen sistem hukum dalam melindungi hak-

hak konsumen:

e Penerimaan Tuntutan Konsumen
Keputusan Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengabulkan sebagian
tuntutan penggugat dan menetapkan bahwa mereka adalah ahli waris
yang sah menunjukkan bahwa pengadilan memprioritaskan keadilan
bagi konsumen.

e Dukungan Putusan di Tingkat Banding
Penolakan banding oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan
penguatan putusan Pengadilan Negeri menunjukkan komitmen
berkelanjutan terhadap perlindungan hak konsumen.

¢ Implikasi Kepercayaan
Kasus ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sistem
peradilan dan memperkuat keyakinan bahwa hak-hak mereka akan
dilindungi oleh hukum.

Transparansi dan Akuntabilitas

Proses yang melibatkan berbagai tingkatan pengadilan (Pengadilan Negeri

dan Pengadilan Tinggi) menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam

sistem peradilan, memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan

bukti yang kuat dan pertimbangan hukum yang tepat.

. Precedent Hukum

Putusan ini dapat menjadi preseden penting bagi kasus-kasus serupa di masa
depan, memberikan panduan bagi pengadilan dalam menangani sengketa

asuransi dan melindungi hak-hak konsumen.
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Secara keseluruhan, mekanisme perlindungan hukum internal dalam kasus ini
mencerminkan upaya sistem peradilan Indonesia untuk menjamin keadilan,
transparansi, dan perlindungan hak-hak konsumen dalam sektor asuransi.

C. Implikasi Studi Kasus Sengketa Bagi Industri Asuransi

Pengkajian hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, studi kasus
mengenai masalah asuransi, terutama terkait dengan sengketa dalam asuransi unit
link, sangat terkait dengan pengembangan produk asuransi unit link.” Tantangan
seperti sengketa yang timbul dari asuransi unit link fokus pada pentingnya
memastikan kejujuran yang sempurna antara pemegang polis dan agen.** Evolusi
manajemen ketidakpastian keuangan dalam asuransi, terutama pergeseran menuju
individualisasi risiko keuangan, telah dipengaruhi oleh dinamika persaingan dan
perubahan dalam hubungan profesional di dalam industri.*’ Selain itu, perdebatan
tentang apakah layanan asuransi jiwa unit link harus dikenakan PPN mencerminkan
diskusi yang sedang berlangsung tentang aspek perpajakan dan regulasi produk
asuransi unit link.** Kerangka hukum yang tepat sangat penting untuk jenis produk
asuransi jiwa baru seperti asuransi unit link, menekankan perlunya regulasi hukum
tambahan untuk mengatasi tantangan yang muncul *

Industri asuransi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang

dalam menjaga kepercayaan dan kepuasan nasabah. Studi kasus sengketa asuransi
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yang dibahas sebelumnya menunjukkan betapa pentingnya keadilan, transparansi,
dan akuntabilitas dalam menangani klaim dan keluhan nasabah. Keputusan
pengadilan yang mendukung hak-hak konsumen tidak hanya meningkatkan
kepercayaan publik tetapi juga menegaskan perlunya regulasi yang ketat dan
kepatuhan yang tinggi dalam praktik asuransi. Dalam konteks ini, industri asuransi
harus mempertimbangkan implikasi yang lebih luas dari penanganan sengketa,
termasuk peningkatan regulasi dan kepatuhan, inovasi dalam penyelesaian
sengketa, dan dampak pada reputasi serta kepercayaan publik.

a. Kepercayaan Publik

Keputusan pengadilan dalam kasus ini memiliki dampak yang signifikan
terhadap kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Beberapa aspek penting
terkait kepercayaan publik meliputi perlindungan konsumen, transparansi dalam
proses pengadilan, akuntabilitas perusahaan asuransi, dan dampak jangka panjang.
Perlindungan konsumen, keputusan ini menunjukkan bahwa pengadilan siap
melindungi hak-hak konsumen, memastikan bahwa mereka menerima manfaat
yang telah dijanjikan dalam polis asuransi. Hal ini memperkuat kepercayaan
konsumen bahwa hak-hak mereka akan dilindungi oleh sistem hukum.

Proses pengadilan yang transparan, dari tingkat Pengadilan Negeri hingga
Pengadilan Tinggi, menunjukkan bahwa keputusan diambil berdasarkan bukti yang
kuat dan pertimbangan hukum yang adil. Ini meningkatkan keyakinan publik
bahwa perselisihan dapat diselesaikan secara adil melalui mekanisme hukum.

Dengan keputusan pengadilan yang mendukung konsumen, perusahaan
asuransi diharapkan untuk lebih akuntabel dalam memenuhi kewajiban mereka. Ini
mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam proses klaim dan lebih

berhati-hati dalam menolak klaim yang sah.
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Keputusan ini berfungsi sebagai preseden yang menginspirasi kepercayaan
publik jangka panjang terhadap industri asuransi. Konsumen akan lebih yakin
bahwa sistem hukum akan mendukung mereka jika terjadi perselisihan, yang pada
gilirannya dapat meningkatkan partisipasi dan penetrasi pasar asuransi.

b. Regulasi dan Kepatuhan

Kasus ini juga memiliki implikasi penting bagi regulasi dan kepatuhan dalam
industri asuransi. Beberapa poin kunci yang perlu dipertimbangkan adalah
penegakan hukum, pembaruan regulasi, pengawasan lebih ketat, edukasi dan
pelatihan, sanksi dan hukuman serta peningkatan perlindungan terhadap konsumen.
Dalam upaya penegakan hukum, keputusan pengadilan menekankan pentingnya
penegakan hukum yang kuat dalam industri asuransi. Perusahaan harus mematuhi
semua ketentuan dalam polis asuransi dan tidak boleh mengabaikan klaim yang sah.

Keputusan ini dapat mendorong regulator untuk memperbarui dan memperketat
regulasi yang mengatur industri asuransi. Pembaruan ini mungkin mencakup
peningkatan standar kepatuhan, transparansi dalam proses klaim, dan pengawasan
yang lebih ketat terhadap praktik perusahaan asuransi. Regulator dapat
meningkatkan pengawasan untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi
mematuhi kewajiban kontraktual. Hal ini bisa melibatkan audit reguler, investigasi
independen terhadap klaim yang ditolak, dan tindakan disipliner terhadap
perusahaan yang melanggar aturan.

Regulasi baru dapat mencakup program edukasi dan pelatihan untuk
perusahaan asuransi dan konsumen. Perusahaan asuransi perlu memahami
pentingnya mematuhi regulasi, sementara konsumen perlu mengetahui hak-hak
mercka dan bagaimana mengajukan klaim yang benar. Regulator mungkin juga

mempertimbangkan untuk menerapkan sanksi dan hukuman yang lebih berat bagi
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perusahaan asuransi yang melanggar kewajiban mereka. Sanksi ini bisa berupa
denda, pembatasan operasi, atau bahkan pencabutan izin usaha. Regulasi yang lebih
ketat juga dapat mencakup peningkatan perlindungan konsumen, seperti
mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien, serta layanan
bantuan hukum bagi konsumen yang menghadapi perselisihan dengan perusahaan
asuransi.

Dengan memahami dan menerapkan pembelajaran dari kasus sengketa,
perusahaan asuransi dapat memperkuat praktik bisnis, meningkatkan perlindungan

konsumen, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri.

D. Inovasi dan Evaluasi Dalam Penyelesaian Sengketa

Inovasi dalam penyelesaian sengketa asuransi sangat penting karena dapat
meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelesaian klaim, mengurangi waktu dan
biaya yang terkait dengan proses pengadilan konvensional. Penggunaan teknologi
seperti Al, blockchain, dan platform digital meningkatkan transparansi dan akurasi,
membangun kepercayaan nasabah dengan memastikan bahwa setiap langkah dalam
proses klaim dicatat dan dapat diakses.** 3! Selain itu, inovasi ini mengurangi biaya
litigasi dan kebutuhan tenaga kerja manual, memungkinkan perusahaan asuransi
untuk mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih efisien. Beberapa upaya
yang dapat dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa asuransi di antaranya:

1. Platform Penyelesaian Sengketa Digital

11
a0 gmgi, K., Bahuguna, R., Kathuria, S., Gehlot, A., Malik, PX. and Negi, P., 2023, April.
Technical Intercession of Artificial Intelligence in Solving Online Dispute Resolution. In 2023 [EEE Devices
for Integratfill&ircuit (DevIC) (pp. 194-198). TEEE.
SV Turkanova. 2023. *Prospects for the use of artificial intelligence and machine learning algorithms
for effective resolution of civil disputes’ 2(19) Access to Justice in Eastern Europe 232-241.
https://doi.org/10.33327/AJEE- 18-6.2-n000224
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Mengembangkan platform digital untuk penyelesaian sengketa yang dapat

menangani klaim dengan cepat dan transparan. Platform ini dapat mencakup

mediasi online, chatbots untuk membantu nasabah, dan sistem pemantauan
real-time untuk klaim.
2. Proses Mediasi dan Arbitrase

Mendorong penggunaan mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian

sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses pengadilan.

Perusahaan dapat menawarkan layanan ini sebagai bagian dari paket asuransi

mereka.

3. Automasi Proses Klaim

Menggunakan teknologi untuk mengotomatisasi proses klaim, yang dapat

mengurangi kesalahan manusia, mempercepat proses klaim, dan meningkatkan

transparansi.

Evaluasi kepatuhan perusahaan asuransi syariah terhadap prinsip-prinsip
syariah melibatkan penilaian terhadap kejelasan tujuan, kriteria, dan fungsi
pengawasan.>? Sengketa dalam perbankan syariah menekankan pada kebutuhan
akan perjanjian pembiayaan yang rinci dan kerangka regulasi yang kuat untuk
penyelesaian sengketa yang efektif >* Persepsi publik terhadap asuransi syariah di
Indonesia umumnya positif, menekankan pentingnya pemahaman dan kepercayaan

dalam skema asuransi tersebut>® Perhitungan kontribusi untuk asuransi jiwa

syariah sangat penting untuk kesehatan keuangan, dengan metode seperti simulasi
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Monte-Carlo yang membantu dalam menentukan cadangan secara cfektif.™
Keberlanjutan asuransi syariah terletak pada penerapan prinsip-prinsip hukum
Islam, berbagai model operasional, dan pengembangan produk yang berkelanjutan
untuk mengelola risiko dengan efektif.*

Pelanggaran terhadap akad ini akan dianggap sebagai pelanggaran serius
terhadap prinsip syariah. Asuransi syariah akan mengevaluasi efektivitas proses
mediasi dan penyelesaian sengketa yang dilakukan. Contohnya adalah Penggunaan
Dana barru' (dana kebajikan) yang digunakan dalam asuransi syariah harus
dikelola dengan benar. Evaluasi akan melihat apakah dana ini digunakan untuk
membayar klaimuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh semua peserta.
Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS), di mana setiap perusahaan asuransi
syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa semua operasi
sesuai dengan prinsip syariah. Evaluasi akan melihat sejauh mana DPS terlibat
dalam memastikan kepatuhan syariah dalam penyelesaian sengketa ini. Asuransi
syariah harus memastikan bahwa peserta memahami hak dan kewajiban mereka.
Evaluasi akan mempertimbangkan apakah perusahaan telah menyediakan

pendidikan dan informasi yang memadai kepada peserta mengenai proses klaim

dan penyelesaian sengketa.

A
-‘-"‘glmwan. R.F. Suwarman, M.F. Azim, B. Sudrajat, dan N. Hamsyiah, 2023. Reserves For Sharia
Life Insurance Contributions Using The Gross Premium Valuation (Gpv) Method Based On Vasicek
Model. Barmq: Jurnal limu Matematika dan Terapan, Nomor 17 (2), h.0635-0640.
3¢ R. Cahyandari, Kalfin, Sukono, S. Purwani, D. Ratnasari, T. Herawati, dan S. Mahdi, 2023. The
Development Of Sharia Insurance And Its Future Sustainability In Risk Management: A Systematic Literature
Review, Sustainability, Nomor 15 (10), h.8130.

54




BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Produk asuransi jiwa syariah berbasis unit link memiliki karakteristik
utama yaitu kombinasi perlindungan jiwa dan investasi yang sesuai dengan
prinsip syariah, menghindari riba, gharar, dan maisir. Perjanjian asuransi
ini memastikan bahwa premi dikelola dalam instrumen investasi yang halal
dan transparan, memberikan manfaat proteksi serta potensi pertumbuhan
nilai investasi. Dukungan regulasi dan kepatuhan syariah yang ketat
memastikan bahwa produk ini etis, transparan, dan memberikan
keuntungan jangka panjang bagi konsumen.

Penelitian ini menggambarkan pentingnya perlindungan hukum bagi
konsumen yang dirugikan akibat uransi jiwa syariah berbasis unit link.
Perlindungan hukum ini mencakup aspek internal melalui perjanjian antara
pihak-pihak yang terlibat, dan aspek cksternal melalui regulasi dan
lembaga perlindungan konsumen. Studi kasus sengketa asuransi jiwa
syariah di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia

memiliki mekanisme yang kuat untuk melindungi hak-hak konsumen dan

memastikan keadilan dalam penyelesaian sengketa.

B. Saran

1.

Untuk meningkatkan penggunaan produk asuransi jiwa syariah berbasis
unit link, disarankan agar perusahaan asuransi meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang produk ini melalui edukasi yang lebih intensif.
Program edukasi dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau

kampanye publik yang menjelaskan prinsip-prinsip syariah yang
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mendasari produk ini serta manfaat yang dapat diperoleh. Selain itu,
transparansi dalam proses investasi dan keuntungan yang diperoleh juga
perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan konsumen. Pemerintah
dan regulator juga perlu terus mendukung perkembangan produk asuransi
syariah dengan memberikan insentif dan regulasi yang kondusif.

Edukasi konsumen harus ditingkatkan untuk menyadarkan mereka tentang
hak-hak, proses klaim, dan penyelesaian sengketa. OJK perlu terus
mengawasi dan mengatur industri untuk memastikan kepatuhan terhadap
prinsip syariah dan perlindungan konsumen. Mekanisme penyelesaian
sengketa yang mudah diakses, seperti lembaga arbitrase syariah, perlu
dikembangkan untuk mempercepat penyelesaian dan mengurangi biaya.
Perusahaan asuransi harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan
dana dan memberikan informasi jelas tentang risiko serta keuntungan
produk. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum dan fatwa syariah oleh
perusahaan dan agen asuransi sangat penting untuk menjaga kepercayaan

konsumen.
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LAMPIRAN

56
Lampiran 1. Data Analisis g)duk Asuransi Syariah Berbasis Unit Link di
Indonesia
No Nama Penyedia Deskripsi Struktur | Kepatuhan | Kinerja
Produk Produk Akad Syariah Investa
si

1 Allianz iB | Allianz Asuransi Wakalah Investasi Rata-
Health Link kesehatan hanya pada | rata 8%

dengan instrumen per
manfaat yang halal. | tahun
tambahan

investasi.

2 | PRULink Prudential | Asuransi jiwa | Mudarabah | Tanpa Rata-

Syariah Indonesia | dengan investasi rata
pilihan pada industri | 10% per
investasi haram. tahun
beragam.

3 Syariah Sun Life | Asuransi Wakalah Mematuhi Rata-
Brilliance | Financial | pendidikan prinsip rata 7%
Hasanah Indonesia | dengan syariah per

manfaat dalam semua | tahun
investasi investasi.

jangka

panjang.

4 | MaestroLin | AXA Produk unit Mudarabah | Pengelolaan | Rata-

k Syariah Financial | link yang portofolio rata
Indonesia | menawarkan sesuai 6.5%
perlindungan syariah. per
jiwa dan tahun
investasi.

5 Syariah Manulife | Asuransi jiwa | Wakalah Investasi Rata-
Link Dana | Indonesia | dengan opsi pada pasar rata 9%
Istiqgomah investasi saham per

syariah. syariah dan | tahun
sukuk.

6 | Takaful Asuransi | Asuransi yang | Mudarabah | 100% Rata-
Link Dana | Takaful mengkombina investasi rata
Harapan Keluarga | sikan syariah. 8.5%

perlindungan per
dan investasi. tahun
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7 | SmartLink | Zurich Unit link Wakalah Kepatuhan Rata-
Flexi Indonesia | dengan total rata 7%
Account fleksibilitas terhadap per
Syariah dalam pilihan syariah tahun

investasi. dalam
seleksi
investasi.

8 | CIGNA CIGNA Asuransi jiwa | Mudarabah | Semua Rata-
Syariah Indonesia | dan kesehatan investasi rata
Link dengan sesuai 7.5%

komponen dengan per
investasi. prinsip tahun
syariah.

9 A-Life AlA Asuransi yang | Wakalah Fokus pada | Rata-
Link-i Financial | menyediakan investasi rata 6%

Indonesia | manfaat jiwa syariah yang | per
dan halal dan tahun
pertumbuhan bertanggung
modal. jawab.

10 | GreatLink | Great Proteksi jiwa | Mudarabah | Pemenuhan | Rata-
Syariah Eastern dengan kriteria rata 8%

Takaful manfaat syariah per
investasi dalam setiap | tahun
syariah. keputusan

investasi.

11 | Brilliant Panin Asuransi jiwa | Wakalah Kepatuhan Rata-
Link Dai-ichi yang syariah di rata 7%
Syariah Life menawarkan semua per

opsi investasi kegiatan tahun
beragam. investasi.

12 | JS Link Jiwasraya | Asuransi Mudarabah | Investasi Rata-
Syariah dengan hanya pada | rata

kombinasi instrumen 6.5%
proteksi jiwa yang per
dan disetujui tahun
pertumbuhan oleh Dewan

dana Syariah.

investasi.

13 | Hasanah BNI Life | Produk Wakalah Ketat Rata-

Link Insurance | asuransi yang mengikuti rata
mengintegrasi prinsip 7.8%
kan proteksi syariah, per
dan investasi termasuk tahun
sesuai prinsip larangan riba
syariah. dan gharar.
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14 | Brilliant BCA Life | Asuransi jiwa | Mudarabah | Kepatuhan Rata-
Syariah syariah yang penuh rata 5%
Link memberikan terhadap per

manfaat ketentuan tahun
investasi. syariah

dalam

investasi dan

alokasi aset.

15 | OptimaLin | MNC Unit link Wakalah Menghindari | Rata-

k Syariah Life yang investasi rata
Insurance | menawarkan pada sektor | 8.3%
manfaat yang tidak per
asuransi sesuai tahun
sekaligus dengan
investasi. syariah.

16 | Investra Common | Produk Mudarabah | Semua Rata-
Link wealth asuransi yang investasi rata
Syariah Life memadukan dikelola 4.7%

perlindungan sesuai per
dan investasi dengan tahun
dengan hukum

prinsip syariah.

syariah.

17 | Bebas FWD Life | Asuransi jiwa | Wakalah Menyediaka | Rata-

Berbagi Indonesia | syariah yang | dan n pilihan rata
menawarkan | Mudarabah | investasi 6.2%
fleksibilitas yang per
dalam premi sepenuhnya | tahun
dan investasi. halal.

18 | Takafulink | Avrist Menggabung | Wakalah Menerapkan | Rata-
Investa Assurance | kan proteksi kepatuhan rata 7%

dan investasi syariah per
dengan dalam setiap | tahun
prinsip aspek
takaful. operasional

dan
18] keuangan.

19 | iPlanLink BRILife | Asuransi jiwa | Mudarabah | Fokus pada | Rata-

Syariah berbasis unit investasi rata
link yang yang bersih | 5.5%
sesuai dengan dan per
syariah. transparan tahun

sesuai
syariah.
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20

Sequis
Syariah
Link

Sequis
Life

Polis asuransi
yang
mengintegrasi
kan nilai-nilai
syariah dalam
perlindungan
dan investasi.

Wakalah

Kepatuhan
syariah
dalam
pilihan
investasi dan
pengelolaan
risiko.

Rata-
rata 6%
per
tahun
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Lampiran 2. Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 46/Pdt/2014/PT .Sultra

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 46/Pdv2014/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata dalam tingkat ing telah j kan putusan sebi

ag
berikut dalam perkara antara °
1. HENURMIATI, pekerjaan Wirausaha ;
2. WANDHI FRATAMA FUTRA SISMAN, pekerjaan Mahasiswa ;
Keduanya bertempat tinggal di Jalan Pramuka No.99
Kelurahan L K Kolaka K

Kolaka, semula sebagai para Penggugat, sekarang
sebagai para Pembanding ,
‘Yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa
Hukumnya bernama ABDUL RAZAK, SH. Advokat /
Pengacara beralamat di Jalan Garuda Nomor 17
Kolaka, berdasarkan surat kuasa Khusus anggal 15
Pebruari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 20 Maret 2013
dibawah No 26/SK/Perdata/2013/PN Kik;
Melawan -

1. FTLASURANSI JIWA MEGA LIFE INTERNASIONAL, tempat kedudukan
Menara Bank Mega
Lantai 22 Jalan Kapten Tendean Kav.12-14 Jakana
Selatan, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai
Terbanding ;

2. MENTERI NEGARA BUMN Cq Pimpinan Pusat PT. Bank Negara Indonesia
{Persero) Tbk, Cq Pimpinan Wilayah PT.Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk, Cq Pimpinan PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Thk Cabang Kendari berkedudukan
dan berkantor di Jalan Dr. Moh Hata No.69 Kota
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sekarang sebagai turut Terbanding | |

3. MENTERI NEGARA BUMN Cg Pimpinan Pusat PT. Bank Negara Indonesia
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Indonesia (Persero) Tbk, Cq Pimpinan PT. Bank Negara
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Lampiran 3. Distribusi Jenis Akad

10

Jumlah Produk

Mudarabah Wakalah Mixed (Wakalah & Mudarabah)
Jenis Akad

Gambar 1. Distribusi Jenis Akad
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Lampiran 4. Hubungan Antara Tingkat Kepatuhan Syariah dan Kinerja Investasi

Untuk Produk Asuransi Syariah
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Gambar 2. Hubungan Antara Tingkat Kepatuhan Syariah dan Kinerja Investasi

Untuk Produk Asuransi Syariah
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